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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya

TERSERTIFIKASI DEWAN PERS
No. 376/DP-Terveri� kasi/K/VI/2019
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN

JUMAT, 28 AGUSTUS 2026  |  8 HALAMAN

Siap Bangun Panti 
Asuhan untuk 

Anak Yatim

Pemprov Sulteng: Kelangkaan 
BBM di Palu Telah Teratasi

PT SPS dan KADIN 
Parigi Moutong 

Salurkan Bantuan 
untuk Warga Avolua

Baca KERJA SAMA Hal. 7

Baca KELOMPOK Hal. 7

Baca SOLIDARITAS Hal. 7

Baca KODIM 1311 Hal. 7

Pemprov Dorong Industrialisasi Kakao di Sulteng

Sulteng dan Jerman Perkuat
Kerja Sama Ekonomi Berkelanjutan

Baca PEMPROV Hal. 7

KODIM 1311 MOROWALI

SOLIDARITAS DI TENGAH BANJIR 

WAKIL GUBERNUR Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido menerima kunjungan kerja Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beste di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi 
Tengah, Rabu (26/08/2026). FOTO: BIRO ADPIM

SULTENG RAYA - Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tengah membuka peluang kerja 

sama strategis dengan Pemerintah Jerman 
dalam pengembangan sektor pertanian, 

perkebunan, perdagangan, perikanan, 
hingga pengelolaan sumber daya mineral 

secara berkelanjutan.

Hal tersebut mengemuka 
dalam pertemuan Wakil 
Gubernur Sulawesi Ten-
gah dr. Reny A. Lamadjido, 
Sp.PK., M.Kes., menerima 
kunjungan kerja Duta Besar 
Jerman untuk Indonesia Ralf 
Beste di Ruang Rapat Polibu, 
Kantor Gubernur Sulawesi 
Tengah, Rabu (26/08/2026).

Dalam pertemuan terse-
but, Wagub Reny didampin-
gi Asisten II Bidang Pereko-
nomian dan Pembangunan 
Provinsi Sulawesi Tengah 
Dr. H. Rudi Dewanto, S.E., 
M.M., serta sejumlah kepala 
perangkat daerah terkait.

Wagub Reny menyam-
paikan bahwa kunjungan 
Kedutaan Besar Jerman 

menjadi momentum pen-
ting untuk memperkuat 
hubungan kerja sama kedua 
negara, khususnya dalam 
pembangunan ekonomi ber-
kelanjutan berbasis penge-
lolaan sumber daya alam 
Sulawesi Tengah.

“Insya Allah kita akan 
membangun kerja sama di 
bidang pertanian, perke-
bunan, perdagangan, mau-
pun perikanan. Sulawesi 
Tengah memiliki potensi 
yang besar dan membu-
tuhkan kolaborasi untuk 
mengembangkan potensi 
tersebut secara berkelan-
jutan,” ujar Wagub.

KENDARAAN roda dua maupun roda empat antre mengisi BBM subsidi 
jenis Pertalite di SPBU jalan Touwa Kota Palu pada Kamis (20/8/2026) 
malam. FOTO: ANTARA/ANDRI

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 
Tengah (Sulteng) mengata-
kan kelangkaan Bahan Bakar 
Minyak (BBM) khususnya 
Pertalite, telah teratasi di 
sejumlah Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar Umum (SPBU) 
di Kota Palu

“Kami telah melaksana-
kan pertemuan bersama 
pihak Pertamina, untuk 

menjaga ketersediaan BBM, 
khususnya Pertalite,” Asis-
ten Bidang Perekonomian 
dan Pembangunan Setda 
Sulteng Rudi Dewanto di 
Palu, Kamis.

Kata dia, Gubernur Sul-
teng meminta agar persoalan 
tersebut segera dicarikan 
solusi konkret, sehingga 
kebutuhan BBM masyarakat 
dapat terpenuhi dan kondisi 

di lapangan kembali normal.
Dalam rapat tersebut, pi-

hak Pertamina menjelaskan 
bahwa keterlambatan paso-
kan Pertalite dipengaruhi 
kondisi cuaca buruk yang 
berdampak pada perjalanan 
kapal pengangkut BBM dari 
Bitung, Sulawesi Utara, seki-
tar 15 Agustus 2026.

SEORANG petani memperlihatkan hasil panen buah kakao. FOTO: ANTARA/LPEI

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi  Su-
lawesi Tengah (Sulteng) 
mendorong industrialisasi 
komoditas kakao, untuk 
meningkatkan nilai tam-
bah bagi petani yang pada 
akhirnya memberikan pe-
ningkatan ekonomi.

“Kami sangat membutuh-
kan investor untuk mem-
bangun industri hilirisasi 
kakao di Sulteng,” kata Ke-
pala Dinas Perkebunan dan 
Peternakan Sulteng Muham-
mad Neng di Palu, Rabu.

Pemprov Sulteng men-
catat produksi komoditas 
kakao tahun 2025 mencapai 
angka 126.516 ton. Kata dia, 
komoditas kakao merupa-
kan salah satu komoditas 

perkebunan strategis yang 
perlu terus diperkuat, tidak 
hanya dari sisi produksi 
tetapi juga kualitas, kapasi-
tas petani, pembiayaan, dan 
nilai tambah.

Kabupaten Parigi Mou-
tong menjadi daerah peng-
hasil kakao terbesar di Sul-
teng dengan produksi 29.683 
ton atau sekitar 23,46 persen.

Kemudian, Kabupaten 
Poso dengan produksi 
22.486 ton, Donggala 17.838 
ton, Sigi 17.524 ton, dan 
Banggai 16.621 ton.

Selanjutnya, produksi 
kakao di Morowali Utara 
tercatat 8.158 ton, Tolitoli 
7.521 ton, Buol 3.567 ton, 

PT IMIP melakukan pengelolaan sampah dan limbah menjadi produk bernilai rupiah. FOTO: DOK. IMIP

SULTENG RAYA – PT 
Indonesia Morowali In-
dustrial Park (IMIP) terus 
mendorong praktik eko-
nomi sirkular dalam setiap 
operasionalnya. Salah sa-
tunya dengan mendorong 
transformasi pengelolaan 
sampah dan limbah men-
jadi produk bernilai rupiah. 

Saat ini, IMIP memberda-

yakan masyarakat sekitar 
kawasan yang tergabung 
dalam Kelompok Tani 
Alam Terpadu Desa Le-le, 
Kecamatan Bahodopi me-
lalui program Pengolahan 
Sampah Organik Terin-
tegrasi dengan Pertanian 
(PESONA TANI).

Perusahaan pengelola 
kawasan industri terin-

tegrasi berbasis mineral 
nikel ini mendukung mel-
alui penyediaan sarana dan 
prasarana serta pendam-

pingan. Tak hanya pada 
aspek teknis, tetapi juga 
mencakup penguatan ad-
ministrasi dan pencatatan 

produksi agar aktivitas 
kelompok dapat dikelola 

Kelompok Tani 
Binaan IMIP Olah 
Sampah Organik 

Jadi Bernilai

Baca KAKAO Hal. 7

KOMANDAN Kodim (Dandim) Morowali, Letkol Inf. Boyke 
Baja Imanuel Sirait saat Silaturahmi bersama insan Jurnalis 
Kabupaten Morowali Utara, Kamis (27/8/2026). FOTO: IST

SULTENG RAYA - Dalam rangka mewujudkan 
kepedulian sosial dan memperkuat sinergi dengan 
masyarakat, Komando Distrik Militer (Kodim) 1311 
Morowali berencana membangun sebuah panti 
asuhan bagi anak-anak yatim piatu yang ada di 
Kabupaten Morowali Utara. 

KETUA KADIN Parigi Moutong, Faradiba Zaenong (kedua dari 
kiri) menyerahkan secara simbolis bantuan logistik kepada 
warga korban banjir di Desa Avolua Kecamatan Parigi Utara, 
Kamis (27/8/2026). FOTO: ASLAN LAEHO

SULTENG RAYA — Di tengah lumpur dan 
material banjir yang masih menyisakan pekerjaan 
panjang bagi warga Desa Avolua, Kecamatan Pa-
rigi Utara, kepedulian dari berbagai pihak mulai 
berdatangan.
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SULTENG RAYA - Dalam rang-
ka mencegah terjadinya kebaka-
ran hutan dan lahan (Karhutla) 
di tengah musim kemarau yang 
berkepanjangan, Polsek Banawa 
terus menggencarkan sosialisasi 
Maklumat Kapolda Sulawesi Ten-
gah kepada masyarakat di wilayah 
hukumnya, Kamis (27/8/2026).

Bhabinkamtibmas Polsek Ba-
nawa, Aiptu Sofyan Sandi, men-
gimbau aparat pemerintah di 
wilayah Kelurahan Labuan Bajo, 
Kelurahan Boneoge, Kelurahan 
Ganti, dan Kelurahan Boya agar 
bersama-sama dengan perangkat 
kelurahan/desa hingga tingkat RT 
turut menyosialisasikan Maklumat 
Kapolda Sulawesi Tengah kepada 
masyarakat.

Dalam sosialisasi tersebut, masy-
arakat diingatkan agar tidak mela-
kukan pembakaran hutan maupun 
lahan dalam kegiatan membuka 
lahan, baik secara sengaja maupun 
akibat kelalaian. 

“Tindakan tersebut tidak hanya 
dapat membahayakan lingkungan 
dan merugikan masyarakat luas, 
tetapi juga dapat dikenakan sanksi 
pidana sesuai dengan ketentuan 
hukum yang berlaku,” ujarnya. 

Selain memberikan imbauan se-
cara langsung, personel Polsek Ba-
nawa juga melakukan pemasangan 
Maklumat Kapolda Sulawesi Ten-
gah di sejumlah tempat keramaian 
dan fasilitas umum agar mudah 
diketahui oleh masyarakat. Sosiali-
sasi turut diperluas melalui media 

sosial sebagai upaya meningkatkan 
jangkauan informasi dan kesadaran 
masyarakat.

Seluruh Bhabinkamtibmas juga 
diarahkan untuk melaksanakan 
sosialisasi secara aktif di kelurahan 
dan desa binaan masing-masing 
serta melaporkan setiap kegiatan 
yang dilaksanakan melalui grup 
WhatsApp Bhabinkamtibmas.

Terpisah, Kapolsek Banawa, Iptu 
Eka Wahyudi, menegaskan bahwa 
pencegahan Karhutla membutuh-
kan peran dan kerja sama seluruh 
pihak.

“Di tengah musim kemarau yang 
berkepanjangan seperti saat ini, 
kami mengajak seluruh masyarakat 
untuk tidak melakukan pembaka-
ran hutan dan lahan dalam bentuk 
apa pun. 

Pencegahan harus dilakukan 
bersama-sama karena dampak 
Karhutla bukan hanya dirasakan 
oleh pelaku, tetapi dapat merugi-
kan masyarakat secara luas,” tegas 
kapolsek. 

Ia juga mengharapkan peran 
aktif pemerintah kelurahan/desa, 
tokoh masyarakat, serta seluruh 
elemen masyarakat untuk terus 
mengingatkan warga agar mema-
tuhi Maklumat Kapolda Sulawesi 
Tengah.

“Apabila masyarakat menge-
tahui adanya aktivitas pembakaran 
hutan atau lahan yang berpotensi 
menimbulkan kebakaran, segera 
laporkan kepada pihak kepolisian,” 
tambahnya. AMR

Polsek Banawa 
Gencarkan Sosialisasi 

Cegah Karhutla 

BHABINKAMTIBMAS Polsek Banawa, Aiptu Sofyan Sandi, saat melaksanakan 
sosialisasi cegah karhutla kepada masyarakat di Kelurahan Labuan Bajo, Kamis 
(27/8/2026). FOTO: IST

SULTENG RAYA - Sehari usai pe-
nangkapan tersangka pembunuhan 
satu keluarga di  Kelurahan Duyu, 
Kecamatan Tatanga, Satuan Reserse 
Kriminal (Satreskrim) Polresta Palu, 
menggelar pra rekonstruksi kasus 
tersebut, yang berlangsung di (TKP 
(tempat kejadian perkara) atau atau 
di rumah penjualan ayam potong 
Jalan Sungai Manonda, Lorong 
PDAM, Kamis (27/8/2026). Tersang-
ka Aan Kurniawan memperagakan 
tahapan sebelum, hingga setelah aksi 
penganiayaan yang menyebabkan 
korban meninggal dunia.

Pra rekonstruksi dipimpin Wa-
kapolresta Palu AKBP Muhammad 
Ilham, S.H. S.I K., M.H., didampingi 
Kasat Reskrim Polresta Palu AKP 
Ismail, S.H., M.H. Dalam sejum-
lah adegan, tersangka awalnya 

terlibat cekcok dengan korban. 
Tersangka kemudian menahan 
korban bersama istrinya yang saat 
itu menggunakan sepeda motor di 
lokasi yang tidak jauh dari tempat 
kejadian perkara.

Setelah kejadian tersebut, tersang-
ka kembali menuju rumah korban. 
Ia disebut sempat mencoba masuk 
melalui pagar bagian depan, namun 
upaya itu tidak berhasil. Tersangka 
kemudian mencari akses lain dan 
masuk melalui bagian belakang 
rumah sebelum melakukan penga-
niayaan terhadap korban.

Wakapolresta mengatakan, pra 
rekonstruksi dilakukan untuk men-
getahui secara rinci rangkaian tin-
dakan tersangka saat menjalankan 
aksinya. “Pra rekonstruksi ini untuk 
mengetahui tahapan-tahapan yang 

dilakukan tersangka, mulai dari awal 
bagaimana dia masuk sampai mela-
kukan tindak pidana dan kembali 
setelahnya,”kata Ilham.

Ia menjelaskan, jumlah adegan 
dalam pra rekonstruksi masih akan 
dikaji, nanti akan rekonstruksi kem-
bali yang hadir dari pihak kejaksaan, 
pengacara dengan pihak penyidik.

Polresta Palu melibatkan personel 
Sabhara Polda Sulteng, Brimob, Pol-
sek Palu Selatan, Polsek Palu Barat, 
Bhabinkamtibmas serta sejumlah 
pejabat utama Polresta Palu. Menge-
nai motif, polisi sementara menggali 
keterangan tersangka yang mengaku 
sakit hati kepada korban. Sementara 
itu, polisi mengamankan satu sebi-
lah pisau yang diduga digunakan 
tersangka dalam penganiayaan 
tersebut. AMR

SULTENG RAYA - Presiden Repu-
blik Indonesia, Prabowo Subianto, res-
mi meluncurkan Program Pembangkit 
Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 giga-
watt peak (GWp) sekaligus melakukan 
groundbreaking proyek-proyek yang 
siap menjadi akselerator Energi Baru 
Terbarukan (EBT) nasional di Gilima-
nuk, Bali, Selasa (25/8/2026). Pada 
tahap awal, program tersebut men-
cakup 14 proyek PLTS berkapasitas 
total 5.300 megawatt peak (MWp) yang 
tersebar di berbagai wilayah Indonesia. 
Langkah ini merupakan implementasi 
mewujudkan asta cita swasembada 
energi dan hilirisasi yang dicanangkan 
Pemerintah melalui pemanfaatan EBT.

Presiden mengatakan pengemban-
gan energi surya menjadi salah satu 
langkah strategis untuk mempercepat 
terwujudnya kemandirian dan swas-
embada energi Indonesia. Menurutnya, 
pemanfaatan potensi energi terbarukan 
harus dilakukan secara masif agar 
kebutuhan energi nasional dapat di-
penuhi dari sumber energi domestik 
sekaligus memberikan dampak ekono-
mi yang luas bagi masyarakat.

Sebagai tahap awal pelaksanaan 
program, Pemerintah meluncurkan 
14 proyek PLTS, salah satunya PLTS 
Gilimanuk sebagai lokasi peluncuran 
program nasional tersebut. Di Bang-
ka Belitung, PLTS Pulau Rengit juga 
kini telah selesai dibangun dan mulai 
beroperasi.

Sementara, Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil 
Lahadalia mengatakan pengemban-
gan PLTS 100 GWp merupakan tindak 
lanjut arahan Presiden Prabowo untuk 
mencari terobosan dalam memperce-
pat kedaulatan energi nasional. Oleh 
karena itu, pengembangan energi su-
rya dilakukan dengan memanfaatkan 
potensi sumber daya yang tersedia di 
berbagai wilayah Indonesia melalui 
beragam skenario, mulai dari PLTS 
skala besar, PLTS terapung, PLTS 
atap, hingga pengembangan PLTS 
untuk kawasan industri dan kegiatan 
produktif.

Bahlil menambahkan, Program PLTS 
100 GWp akan dikembangkan melalui 
delapan skenario utama yang men-
cakup eliminasi PLTU sebesar 12,48 

SULTENG RAYA – Men-
jelang Hari Jadi Polwan 
(HJP) Republik Indonesia 
ke-78, jajaran Polisi Wani-
ta Polda Sulawesi Tengah 
melaksanakan kegiatan an-
jangsana dan silaturahmi 
kepada Polwan purnawi-
rawan serta Polwan yang 
mengalami sakit menahun, 
Rabu (26/8/2026).

Kegiatan tersebut dilaksa-
nakan di dua lokasi, yakni 
kediaman Kompol (Purn) 
Maryam di Jalan Tanggul, 
Kecamatan Palu Selatan, 
Kota Palu, serta kediaman 
Aipda Ni Luh Yulianti di 
Desa Sunju, Kecamatan Ma-
rawola, Kabupaten Sigi.

Anjangsana tersebut di-
ikuti oleh sejumlah Pol-
wan Polda Sulteng bersama 
para Polwan purnawirawan. 
Kegiatan ini menjadi mo-
mentum untuk mempererat 
tali silaturahmi sekaligus 
memberikan perhatian dan 

kepedulian kepada para 
senior Polwan yang telah 
mengabdikan diri kepada 
institusi Polri, serta kepada 
personel Polwan yang se-
dang menghadapi kondisi 
kesehatan.

Perwira Kordinator (Pa-
kor) Polwan Polda Sul-
teng Kompol Nurhayati, 
menyampaikan anjangsana 
merupakan wujud kepeduli-
an dan penghargaan Polwan 
Polda Sulteng kepada para 
senior yang telah memberi-
kan pengabdian bagi insti-
tusi Polri, sekaligus bentuk 
perhatian kepada personel 
yang sedang mengalami 
sakit.

“Melalui kegiatan an-
jangsana ini, kami ingin te-
rus menjaga tali silaturahmi 
dan kekeluargaan. Para pur-
nawirawan merupakan ba-
gian penting dari perjalanan 
Polwan, sementara kepada 
rekan kami yang sedang sa-

kit, kami ingin memberikan 
dukungan moril agar tetap 
semangat dan diberikan 
kesehatan,”ujar Nurhayati.

Dalam kunjungan terse-
but, lanjut Nurhayati rom-
bongan melaksanakan sila-
turahmi dan ramah tamah, 
serta menyerahkan bing-
kisan sebagai bentuk kepe-
dulian dan penghargaan. 

Selain itu, turut dilaksana-
kan pemeriksaan kesehatan 
oleh tim medis yang melipu-
ti pengecekan tanda-tanda 
vital (TTV), pemeriksaan la-
boratorium sederhana, serta 
pemeriksaan dan fisioterapi 
oleh tenaga ahli terapis.

“Kehadiran para Polwan 
diharapkan dapat membe-
rikan dukungan moril serta 
memperkuat rasa kebersa-
maan antara Polwan yang 
masih aktif berdinas dengan 
para senior dan personel 
yang tengah mengalami 
sakit,”ungkapnya. AMR

TERSANGKA kasus pembunuhan satu keluarga, Aan Kurniawan, saat memperagakan salah satu adegan sebelum dirinya menga-
niaya satu keluarga hingga tewas pada pra rekonstruksi yang digelar Polresta Palu, Kamis (27/8/2026). FOTO: HUMAS POLRESTA PALU  

Usai Penangkapan 
Tersangka, Polisi Gelar 

Pra Rekonstruksi 

SEJUMLAH Polwan Polda Sulteng, saat melaksanakan anjangsana kepada purnawirawan Polwan, 
dalam rangka menyambut Hari Jadi Polwan, Rabu (26/8/2026). FOTO: HUMAS POLDA SULTENG

Polwan Polda Sulteng Gelar 
Anjangsana dan Berbagi 

PRESIDEN RI, Prabowo Subianto didampingi Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dan 
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo saat mendengarkan pemaparan walking 
gallery oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Eniya 
Listiani Dewi (kiri) dalam acara Launching & Groundbreaking Program PLTS 100 
GWp, Selasa (25/8/2026) di Gilimanuk, Bali. FOTO: DOK.PLN

PLN Siap Dukung Akselerasi Pengembangan 
EBT Menuju Swasembada Energi

GWp, pembangunan PLTS skala besar 
melalui Rencana Usaha Penyediaan 
Tenaga Listrik (RUPTL) mencapai 30,97 
GWp, PLTS terapung sebesar 10,72 
GWp, PLTS atap sebesar 9,35 GWp, 
PLTS 3T (Tertinggal, Terdepan, dan 
Terluar) sebesar 0,50 GWp, PLTS off-
grid untuk kegiatan produktif sebesar 
4,36 GWp, PLTS nonatap untuk ka-
wasan industri sebesar 7,49 GWp, serta 
demand creation melalui hilirisasi, 
kendaraan listrik, kompor induksi, dan 
kebutuhan lainnya sebesar 24,13 GWp.

Menurut Bahlil, pengembangan 
PLTS dalam skala besar juga memiliki 
dampak ekonomi yang signifikan. 
Dari sisi ketenagakerjaan, program ini 
berpotensi menciptakan sekitar 5,5 juta 
lapangan kerja yang terdiri dari sekitar 
3,465 juta tenaga kerja konstruksi dan 
2,053 juta tenaga kerja manufaktur.

Direktur Utama PLN, Darmawan 
Prasodjo mengatakan, PLN siap men-
dukung penuh visi Pemerintah dalam 
mewujudkan asta cita swasembada 
energi dan hilirisasi nasional. Pihaknya 
berkomitmen untuk mendorong perce-
patan Program PLTS 100 GWp melalui 
kolaborasi dengan seluruh pemangku 
kepentingan, serta memastikan kesia-
pan sistem kelistrikan, infrastruktur 
pendukung, serta pengembangan 
proyek PLTS dapat berjalan optimal. 

“PLN siap melaksanakan penugasan 
Bapak Presiden untuk mempercepat 
pengembangan PLTS 100 GWp. Se-

bagai bagian dari ekosistem kelistri-
kan nasional, PLN akan all out agar 
pengembangan energi surya dapat 
terintegrasi dengan sistem kelistrikan 
secara andal, aman, dan berkelanjutan. 
Ini merupakan bagian dari komitmen 
PLN untuk mendukung terwujudnya 
swasembada energi melalui peman-
faatan energi hijau domestik dan ramah 
lingkungan,” ujar Darmawan.

Darmawan menyampaikan apre-
siasi kepada Pemerintah, khususnya 
Presiden Prabowo dan Kementerian 
ESDM, atas dukungan dan arahan 
dalam mempercepat pengembangan 
energi terbarukan. Menurutnya, ke-
berhasilan Program PLTS 100 GWp 
membutuhkan kolaborasi lintas sektor, 
baik antara pemerintah, PLN, pelaku 
usaha, industri, maupun masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih 
atas kepercayaan dan dukungan 
Pemerintah kepada PLN. PLN siap 
berkolaborasi dengan seluruh pemang-
ku kepentingan untuk memastikan 
program ini dapat terlaksana secara 
optimal,”kata Darmawan.

Dirinya menambahkan, khusus di 
wilayah Bali sebagai lokasi peluncu-
ran program nasional tersebut, PLN 
bersama Pemerintah Provinsi Bali 
akan mengembangkan 5 Klaster PLTS 
dengan total kapasitas mencapai 1.000 
MWp yang didukung Battery Energy 
Storage System (BESS) sebesar 3.300 
MWh.  *HJ

PEMBUNUHAN DI DUYU
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Dalam kunjungan terse-
but, Kapolda juga meng-
gelar bakti sosial dengan 
menyerahkan bantuan sem-
bako kepada warga peneri-
ma manfaat.

Kegiatan bakti sosial 
berlangsung di Mapolsek 
Ampana Tete. Penyerahan 
bantuan dilakukan seca-
ra simbolis oleh Kapolda 
Sulteng kepada sejumlah 
warga. 

Bantuan tersebut diha-
rapkan dapat membantu 
memenuhi kebutuhan masy-
arakat sekaligus mempere-
rat hubungan antara Polri 
dan warga.

Kedatangan Kapolda Sul-
teng disambut langsung 
Kapolres Tojo Una-Una 
AKBP Yana Djayawidya. 
Turut mendampingi Irwas-
da Polda Sulteng Purwanto 
Puji Sutan, sejumlah pejabat 
utama Polda Sulteng, serta 
Ketua Bhayangkari Daerah 

Sulteng Ny. Lina Nasri ber-
sama pengurus Bhayangkari 
Daerah Sulteng.

Sejumlah pejabat utama 
turut mendampingi Ka-
polda diantaranya, Karo 
SDM Polda Sulteng Kombes 
Anton Sudjarwo, Dirlan-
tas Polda Sulteng Kombes 
Agung Tri Windiartoro, 
Kabidpropam Polda Sulteng 
Kombes Roy Satya Putra, 
Kabidkum Polda Sulteng 
Kombes Andrie Satiagraha, 
dan Koorspripim AKBP M. 
Ryan Citra Yudha Siregar.

Dalam kesempatan terse-
but, Kapolda Sulteng Irjen 
Nasri mengatakan kegiatan 
bakti sosial merupakan ba-
gian dari upaya Polri untuk 
hadir secara langsung di ten-
gah masyarakat. Menurut-
nya, kehadiran polisi ti-
dak hanya dalam menjaga 
keamanan dan ketertiban, 
tetapi juga memberikan 
manfaat bagi masyarakat.

KAPOLDA Sulteng Irjen Pol Nasri saat menyalurkan sembako kepada warga Ampana Tete, Senin 
(24/8/2026). FOTO: BIDHUMAS POLDA SULTENG

Kapolda Sulteng 
Salurkan Ratusan Sembako 

di Ampana Tete

SULTENG RAYA - Kapolda Sulawesi Ten-
gah (Sulteng) Irjen Pol Nasri tiba di wilayah 
hukum Polres Tojo Una-Una (Touna) dan 
disambut ratusan warga Ampana Tete, Senin 
(24/8/2026).

“Polri akan terus hadir 
di tengah masyarakat. Apa 
yang kami berikan mungkin 
tidak seberapa, tetapi ini 
merupakan bentuk kepe-
dulian dan perhatian Polri 
kepada masyarakat,” kata 
Irjen Nasri.

Irjen Nasri juga mengajak 
masyarakat untuk bersa-
ma-sama menjaga situasi 
keamanan dan ketertiban 
masyarakat (kamtibmas) 
agar tetap aman dan kon-
dusif. Sinergi antara masya-
rakat dan kepolisian dinilai 
menjadi salah satu kunci 
dalam menciptakan ling-
kungan yang nyaman dan 
aman.

Terpisah, Kabidhumas 
Polda Sulteng Kombes 
Pol Achmad Muhaimin 
menyatakan kegiatan ter-
sebut menjadi wujud nyata 
komitmen Polri dalam mem-
bangun kedekatan dengan 
masyarakat. 

"Semoga bantuan ini 
dapat meringankan kebu-
tuhan warga. Bakti sosial ini 
merupakan bentuk kepedu-
lian Polri sekaligus sarana 
memperkuat silaturahmi 
dan kemitraan dengan 
masyarakat,” katanya.*/YAT

SULTENG RAYA - Ke-
bakaran Hutan dan Lahan 
(Karhutla) terjadi di kawasan 
Pegunungan Kaliali, Desa 
Pulu, Kecamatan Dolo Sela-
tan, Kabupaten Sigi, Ahad 
(23/8/2026) sekira pukul 16.00 

wita. Kebakaran diperkirakan 
menghanguskan ±5 hektare 
lahan perkebunan, dengan 
lokasi titik api berjarak sekitar 
2 kilometer dari permukiman 
warga.

Mendapat informasi terse-

but, Danpos Dolo Selatan Ser-
ma Zainal Abidin bersama Ke-
lompok Siaga Bencana (KSB), 
aparat desa dan masyarakat 
bergerak menuju lokasi untuk 
melakukan pemantauan dan 
pemadaman.

SULTENG RAYA - Di-
nas Komunikasi, Informati-
ka, Persandian dan Statistik 
(Kominfosantik) Provinsi 
Sulawesi Tengah (Sulteng) 
terus mendorong pening-
katan kualitas penyam-
paian informasi kepada 
masyarakat. 

Salah satunya melalui 
kegiatan Pendampingan 
PPID dalam penggunaan 
fotografi dan editing video 
yang melibatkan Bidhumas 
Polda Sulawesi Tengah. 

Dengan mengangkat 
tema "Upaya Membangun 
Sinergitas dan Kolaborasi 
dalam Penguatan Informasi 
Publik Serta Meningkat-
kan Kemampuan Teknis 
PPID Provinsi Sulawesi 
Tengah". Kegiatan terse-

SULTENG RAYA - Kapol-
da Sulawesi Tengah (Sulteng) 
Irjen Pol Nasri memberikan 
arahan kepada personel Polres 
Tojo Una-Una (Touna) dalam 
kunjungan kerja di wilayah 
hukum Polres Tojo Una-Una. 
Kegiatan tersebut berlangsung 
di Aula Bhakti Satria, Mako 
Polres Tojo Una-Una, Selasa 
(25/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, 
Kapolda didampingi Irwasda 
Polda Sulteng Purwanto Puji 
Sutan, Karo SDM Kombes An-
ton Sudjarwo, Dirlantas Kom-
bes Agung Tri Windiartoro, 
Kabidpropam Kombes Roy 
Satya Putra, dan Kabidkum 
Kombes Andrie Satiagraha. 
Turut hadir Ketua Bhayang-
kari Daerah Sulteng Ny. Lina 
Nasri bersama pengurus Bha-
yangkari Daerah Sulteng.

Kegiatan diawali dengan 
sambutan Kapolres Tojo Una-
Una AKBP Yanna Djayawidya 
yang menyampaikan ucapan 
selamat datang kepada Ka-
polda Sulteng beserta rom-
bongan. 

Ia melaporkan situasi kam-
tibmas di wilayah Kabupaten 
Tojo Una-Una secara umum 
aman, kondusif dan terkendali 
berkat sinergitas dengan ber-
bagai pihak serta partisipasi 
masyarakat.

Dalam arahannya, Kapolda 
Sulteng, Irjen Nasri menekan-
kan pentingnya moralitas, 
kepatutan dan profesionalitas 
sebagai landasan utama setiap 

KAPOLDA Sulteng Irjen Pol Nasri saat menyalami personel Polres 
Tojo Una-Una di Aula Bhakti Satria, Mako Polres Tojo Una-Una, 
Selasa (25/8/2026). FOTO: BIDHUMAS POLDA SULTENG

KUNKER DI POLRES TOUNA

Kapolda Sulteng Titip Pesan Layani 
Masyarakat dengan Ikhlas

anggota Polri dalam menjalan-
kan tugas. Menurutnya, kon-
sep Presisi harus diwujudkan 
melalui perilaku dan pelaksa-
naan tugas yang benar-benar 
mencerminkan integritas serta 
tanggung jawab sebagai ang-
gota Polri.

“Setiap anggota Polri har-
us senantiasa menempatkan 
moralitas, kepatutan dan pro-
fesionalitas sebagai landasan 
utama dalam setiap tinda-
kan,” kata Irjen Nasri dalam 
arahannya.

Irjen Nasri menjelaskan, 
moralitas diperlukan agar 
setiap personel memiliki in-
tegritas yang kuat. Sementara 
kepatutan menjadi batas etis 
dalam penggunaan kewe-
nangan, sebab tidak semua 

tindakan yang memiliki dasar 
kewenangan secara formal 
dapat dibenarkan dari sisi eti-
ka.  "Adapun profesionalitas 
diwujudkan melalui kom-
petensi, standar operasional, 
hukum, prosedur, objektivitas 
dan akuntabilitas," ucapnya.

Selain itu, Irjen Nasri me-
minta para pimpinan tidak 
ragu mengambil keputusan 
yang diperlukan dalam pe-
laksanaan tugas. Ia menekan-
kan pentingnya pimpinan 
turun langsung melihat kon-
disi di lapangan agar dapat 
memahami dinamika, tun-
tutan dan harapan masyara-
kat sekaligus mengantisipasi 
potensi persoalan sejak dini.

Kapolda juga mengingat-
kan seluruh personel untuk 

memperkuat solidaritas, 
menghindari arogansi kewe-
nangan, menjaga pola hidup 
sederhana dan tidak menam-
pilkan gaya hidup mewah 
secara berlebihan. 

Menurutnya, kekompa-
kan, keteladanan pimpinan, 
loyalitas, komunikasi dan 
kerja sama menjadi kunci ke-
berhasilan pelaksanaan tugas 
kepolisian.

“Pesan saya, kita har-
us bekerja sama dan saling 
bahu-membahu. Laksanakan 
setiap panggilan tugas sekecil 
apa pun dengan ikhlas dan 
bersyukur. Kita juga harus 
mampu memperbaiki diri 
dan terus berbenah,” pesan 
Kapolda.

Terpisah, Kabidhumas Pol-
da Sulteng Kombes Pol Ach-
mad Muhaimin mengatakan 
arahan Kapolda menjadi pen-
gingat bagi seluruh personel 
untuk terus meningkatkan 
kualitas pelayanan kepada 
masyarakat. 

Ia berharap pesan tersebut 
dapat diimplementasikan 
dalam pelaksanaan tugas 
sehari-hari dengan mengede-
pankan sikap humanis, profe-
sional dan bertanggung jawab.

“Kami berharap seluruh 
personel mengimplementasi-
kan arahan Kapolda dengan 
menjaga integritas, profesi-
onalitas dan kekompakan 
dalam memberikan pelayanan 
terbaik kepada masyarakat,” 
harapnya.*/YAT

SEJUMLAH warga bersama petugas TNI-Polri berpose bersama usai berhasil memadamkan api di kawasan Pegunungan Kalia-
li, Desa Pulu, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Ahad (23/8/2026). FOTO: DOK KODAM XXIII/PW

Karhutla di Pegunungan Kaliali Sigi Berhasil Dipadamkan
Setibanya di lokasi sekitar 

pukul 20.30 wita, personel 
gabungan langsung melaku-
kan upaya pemadaman. Pada 
pukul 21.03 wita, api berhasil 
dipadamkan.

Tidak terdapat korban jiwa 
maupun kerugian personel. 
Situasi saat ini aman dan ter-
kendali, namun pemantauan 
tetap dilakukan untuk men-
gantisipasi munculnya kem-
bali titik api.

TNI bersama masyarakat 
terus bersinergi dalam penan-
ganan Karhutla serta mengim-
bau seluruh masyarakat untuk 
meningkatkan kewaspadaan 
dan tidak melakukan aktivitas 
yang dapat memicu kebaka-
ran.*/YAT

JAJARAN Bidhumas Polda Sulawesi Tengah bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah, berpose bersama di Ruang Nagana Kantor Bap-
peda Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (26/8/2026). FOTO: BIDHUMAS POLDA SULTENG

Diskominfosantik Gandeng Humas Polda Sulteng Asah Skill Fotografi dan Editing Video

but berlangsung di Ruang 
Nagana Kantor Bappeda 
Provinsi Sulawesi Tengah, 
Rabu (26/8/2026). 

Kegiatan ini mengha-
dirkan narasumber dari 
Tribun Network, Muh. Al 
Salsabilla S. Yojokodi se-
bagai wadah berbagi pen-
getahuan dan keterampilan 
teknis dalam menghasil-
kan dokumentasi visual 
yang mampu mendukung 
kebutuhan publikasi dan 
pelayanan informasi.

Pendampingan dilaku-
kan sebagai bagian dari 
upaya memperkuat pen-
gelolaan informasi publik 
agar lebih informatif, ak-
tual, menarik dan mudah 
dipahami. 

Materi fotografi dan edi-
ting video juga diarahkan 
untuk menunjang pem-
buatan konten pada berba-
gai kanal komunikasi milik 
pemerintah.

Dalam sambutannya, Ka-
dis Kominfosantik Sulteng, 
Wahyu Agus Pratama men-
gatakan, perkembangan te-

knologi dan pola konsumsi 
informasi masyarakat men-
untut pengelola informasi 
untuk terus meningkatkan 
kemampuan. 

Menurutnya, penyajian 
informasi melalui visual 
menjadi salah satu cara 
efektif agar pesan pemerin-
tah dapat diterima masya-
rakat secara lebih luas.

“PPID harus mampu 
mengikuti perkembangan 
komunikasi publik. Infor-
masi yang baik tidak hanya 
akurat, tetapi juga perlu di-
kemas secara menarik dan 
mudah dipahami sehingga 
masyarakat mendapatkan 
informasi yang benar dan 
bermanfaat,” kata Kadis 
Kominfosantik.

Di sisi lain, Kabidhumas 
Polda Sulteng, Kombes 
Pol Achmad Muhaimin 
mengatakan, keterampilan 
fotografi dan editing video 
memiliki peran penting 
dalam mendukung kerja 
kehumasan. 

Dokumentasi yang ber-
kual i tas ,  kata  Kombes 

Achmad Muhaimin, dapat 
memperkuat pesan sekali-
gus memberikan gambaran 
yang lebih jelas mengenai 
kegiatan dan pelayanan 
kepada masyarakat.

“Sinergitas ini menjadi 
kesempatan untuk saling 
berbagi pengalaman dan 
meningkatkan kemampu-
an. Kami berharap kete-
rampilan yang diperoleh 
dapat menghasilkan kon-
ten yang lebih berkuali-
tas, faktual dan mampu 
menjangkau masyarakat 
melalui berbagai platform 
digital,” katanya.

Kabidhumas menambah-
kan, kolaborasi antara Pol-
da Sulteng dan Pemprov 
Sulteng diharapkan tidak 
berhenti pada kegiatan 
pendampingan. 

Sinergi tersebut perlu te-
rus dikembangkan sebagai 
bagian dari komitmen ber-
sama dalam membangun 
komunikasi publik yang 
transparan, efektif  dan 
semakin dekat dengan ke-
butuhan masyarakat.*/YAT
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SULTENG RAYA - Ke-
menterian Haji dan Umrah 
(Kemenhaj) mengatakan 
pihaknya akan memper-
ketat skrining kesehatan 
bagi calon jamaah haji 2027. 
Pengetatan tersebut untuk 
merespons temuan dari 
Arab Saudi terkait dugaan 
pelanggaran asuransi kese-
hatan yang berujung pada 
pemblokiran dana sebesar 
14 juta riyal.

"Tiba-tiba ketika kemarin 
kita mentransfer Rp4 trili-
unan lebih terkait dengan 
kebutuhan DP untuk haji 
2027, kita dapat surat dari 
Kementerian Haji dan Um-
rah (Saudi) terkait dengan 
mereka anggap ada pelang-
garan asuransi terhadap 
jamaah kita, 600 sekian itu," 
kata Wakil Menteri Haji dan 
Umrah (Wamenhaj) Dahnil 
Anzar Simanjuntak dalam 
rapat bersama DPR di Jakar-
ta, Rabu(19/8/2026).

Dia menjelaskan ada per-
syaratan haji berupa bebas 
dari sembilan kondisi kese-

WAKIL Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar 
Simanjuntak berpose saat diwawancarai Republika di kantor Ke-
menterian Haji dan Umrah, Jakarta, Rabu (8/7/2026). FOTO: REP

Skrining Kesehatan 
Calon Jemaah Haji 
2027 Diperketat

hatan, antara lain gagal gin-
jal, gagal jantung, penyakit 
paru-paru kronis, sirosis, 
penyakit psikiatri berat, 
demensia, hamil tiga bulan, 
penyakit menular seperti 
tuberkulosis (TBC), dan kan-
ker aktif yang sudah dalam 
tahap kemoterapi.

"Nah, kemudian ketika 
di sana ini memang harus 
koreksi kita, makanya beru-
lang kali Pak Menteri bilang 
'nih istithaah tahun ini akan 
sangat ketat'. Di daerah ini 
tetap ada yang lolos, nah 
itu memang koreksi," kata 
Dahnil.

Menurut dia, ada dilema 
dalam pengetatan skrining 
kesehatan tersebut karena 
di satu sisi banyak yang 
sudah lama mengantre un-
tuk haji, sementara kondisi 
kesehatan sebagian calon 
jamaah dapat memburuk 
selama masa tunggu.

Di sisi lain, katanya, dia 
menilai temuan Arab Saudi 
problematik karena belum 
diverifi kasi. Terdapat dua 
poin keberatan dari pihak-
nya, pertama, pemblokiran 
itu tidak sesuai undang-un-
dang.

"Kenapa? Uang yang kami 
kirimkan itu sebagai DP 
itu adalah uang yang dipe-
runtukkan untuk haji 2027. 
Sedangkan yang mereka 
blok dan mau mereka ambil 
itu adalah untuk haji 2026. 
Surat itu kami sampaikan. 
Kemudian kedua kami me-
minta rinciannya.

'Yang Anda maksud asu-
ransi yang kami langgar 
itu mana-mana saja dan 
seperti apa," kata Wamenhaj 
Dahnil.

Dia pun meminta dukun-
gan dari DPR agar proses 
negosiasi dengan Arab Sau-
di lancar. Dengan adanya 
verifikasi, katanya, kalau-
pun ditemukan pelangga-
ran, nilainya pun belum 
tentu sampai 14 juta riyal.

"Jadi ini kan nanti pem-
bicaraan dulu. Ternyata 
ada pelanggaran juga, ma-
kanya buffer kami adalah 
dana efi siensi itu. Nah itu 
bagaimana caranya nanti? 
Makanya nanti kita bahas 
secara khusus,"ujar Dahnil 
Anzar Simanjuntak.RPB

Guna mempercepat distri-
busi bantuan melalui jalur 
udara, TNI AU mengerah-
kan enam pesawat menuju 
Labuan Bajo dan Maume-
re, Senin (17/8/2026). Ke-
kuatan tersebut terdiri atas 
dua C-130J Super Hercules, 
satu C-130 Hercules, satu 
Airbus A400M, dan dua 
Boeing 737.

Kadispenau Marsma TNI I 
Nyoman Suadnyana menye-

butkan pengerahan enam 
pesawat tersebut merupa-
kan bentuk dukungan TNI 
AU untuk mempercepat 
penanganan bencana seka-
ligus memenuhi kebutuhan 
masyarakat di wilayah ter-
dampak.

“Pengerahan pesawat TNI 
AU ini merupakan bentuk 
dukungan untuk memper-
cepat distribusi bantuan 
kepada masyarakat terdam-

WARGA melintas di depan gedung Hotel Jayakarta yang rusak akibat gempa di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026). FOTO: ANT

Enam Pesawat TNI AU Terbangkan 
81,3 Ton Bantuan ke NTT

SULTENG RAYA - TNI Angkatan Udara 
(AU) secara kontinu menerbangkan bantuan 
dari Posko Bencana Alam Lanud Halim Per-
danakusuma ke wilayah terdampak bencana 
gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

pak bencana,” ujar Nyoman 
dalam keterangannya pada 
Selasa (18/8/2026). 

C-130J  Super Hercu-
les menuju Labuan Bajo 
membawa bantuan seberat 
13.500 kg, sedangkan C-130 
Hercules pada rute yang 
sama mengangkut 13.504 
kg. C-130J Super Hercules 
lainnya menuju Maumere 
membawa bantuan seberat 
13.563 kg.

Airbus A400M turut di-
terbangkan menuju Labu-
an Bajo dengan membawa 
20.779 kg bantuan. Dua 
Boeing 737 juga dikerah-
kan ke Maumere dengan 
masing-masing membawa 
bantuan seberat 10.000 kg.

Total bantuan yang di-
angkut enam pesawat TNI 
AU mencapai 81.346 kg atau 
sekitar 81,3 ton. Bantuan 
tersebut meliputi sembako, 
tenda, generator set, obat-
obatan hingga perlengkapan 
SAR. 

"TNI AU terus mengop-
timalkan dukungan udara 
untuk memastikan bantuan 
kemanusiaan segera tiba 
dan dapat dimanfaatkan 
masyarakat terdampak ben-
cana di NTT," ujar Nyoman. 

Diketahui, bencana gem-
pa memaksa lebih dari 5.000 
jiwa di NTT mengungsi. 
Bencana ini turut menelan 
47 korban jiwa dan memicu 
kerusakan bangunan yang 

sangat masif.
Dari pemutakhiran data 

per Ahad (16/8) pukul 00:00 
WIB, konsentrasi pengungsi 
terbesar di NTT saat ini ter-
pantau di Kabupaten Sikka 
dengan total 3.356 jiwa. 
Mereka tersebar di GOR Sa-
mador sebanyak 1.356 jiwa 
dan mandiri 2.000 jiwa di 10 
titik pengungsian. 

Sedangkan di Kabupaten 
Manggarai, jumlah pen-
gungsi mencapai  total 2.078 
jiwa. Ratusan pengungsi 
lainnya juga dilaporkan ber-
tahan di Nagekeo sebanyak 
500 jiwa, dan dua wilayah 
di provinsi berbeda, yaitu 
Bima, hingga Kepulauan 
Selayar.RPB

SULTENG RAYA - Di 
tengah meningkatnya tun-
tutan dunia terhadap prak-
tik bisnis yang berkelan-
jutan, penerapan prinsip 
Environmental, Social, and 
Governance (ESG) tidak lagi 
dipandang sebagai peleng-
kap strategi perusahaan, 
melainkan menjadi indika-
tor penting dalam memban-
gun daya saing, mengelola 
risiko, dan menarik investasi 
jangka panjang.

Untuk mendorong trans-
formasi tersebut, Yayasan 
KEHATI kembali menye-
lenggarakan ESG Award 
2026 by KEHATI, ajang 
penghargaan yang mema-
suki penyelenggaraan tahun 
keempat dan menjadi salah 
satu bentuk apresiasi bagi 
perusahaan, institusi keuan-
gan, investor, hingga pelaku 
usaha yang menunjukkan 
kepemimpinan dalam pe-
nerapan prinsip ESG di 
Indonesia.

Puncak penghargaan  di-
selenggarakan pada 6 Agus-
tus 2026 di Soehanna Hall, 
Energy Building, Jakarta, 
dengan menghadirkan re-
gulator, pelaku pasar modal, 
investor, asosiasi, korporasi, 
media, dan para pemangku 
kepentingan lainnya.

ESG Award by KEHA-
TI merupakan bagian dari 
upaya panjang KEHATI 
dalam mendorong investasi 
berkelanjutan di Indonesia. 
Sejak meluncurkan indeks 
SRI-KEHATI bersama Bursa 
Efek Indonesia pada 2009, 
KEHATI terus mengem-
bangkan ekosistem inves-
tasi berbasis ESG, termasuk 
menghadirkan indeks ESG 
Sector Leaders IDX KEHATI 
dan ESG Quality 45 IDX KE-
HATI pada 2021 yang kini 
menjadi salah satu referensi 
penting bagi investor.

Meski demikian, adopsi 
investasi berbasis ESG di In-
donesia masih menghadapi 
tantangan. Jumlah produk 
investasi ESG masih relatif 
terbatas dibandingkan pro-
duk investasi konvensio-
nal, sementara pemahaman 
pelaku pasar dan masya-
rakat mengenai investasi 
berkelanjutan masih perlu 
diperkuat. Karena itu, ESG 
Award diharapkan dapat 
mempercepat lahirnya lebih 
banyak pelaku yang menja-
dikan keberlanjutan sebagai 
bagian dari strategi bisnis.

Selama tiga tahun penye-

YAYASAN KEHATI kembali menyelenggarakan ESG Award 2026. FOTO: REP

ESG Didorong Jadi Standar Baru Daya Saing Bisnis Indonesia
lenggaraannya, ESG Award 
by KEHATI telah diikuti 
sekitar 73 perusahaan dari 
berbagai sektor dan mem-
berikan apresiasi kepada 
perusahaan-perusahaan 
dengan kinerja ESG terbaik. 
Tahun ini, penghargaan 
diberikan dalam empat ling-
kup utama, yaitu Capital 
Market, Impact Investment, 
Debt & Project Financing, 
serta Best Facilitator, dengan 
proses seleksi yang dila-
kukan secara independen 
melalui penilaian adminis-
tratif, scoring, dan sidang 
pleno Dewan Juri. Anggota 
Dewan Juri ESG Award 2026 
by KEHATI, Ongki Kurnia-
wan, mengatakan bahwa 
keberhasilan perusahaan di 
masa depan akan semakin 
ditentukan oleh kemam-
puannya menciptakan nilai 
ekonomi sekaligus membe-
rikan dampak positif bagi 
lingkungan dan masyarakat.

"ESG bukan lagi seka-
dar memenuhi ekspekta-
si regulator atau investor. 
ESG telah menjadi fonda-
si bagi perusahaan untuk 
membangun bisnis yang 
tangguh, dipercaya, dan 
relevan dalam jangka pan-
jang. Melalui ESG Award, 
kami ingin mengapresiasi 
organisasi yang tidak hanya 
menghasilkan kinerja bisnis 
yang baik, tetapi juga men-
unjukkan kepemimpinan 
dalam menciptakan dampak 

Bank Rakyat Indonesia, 
Dana Pensiun Telkom, Ka-
tegori Investor – Insurance 
Company, PT AXA Mandiri 
Financial Services.

Selanjutnya, Sektor Im-
pact Investment, Kategori 
Impact Entrepreneur dian-
taranya, PT Ekonomi Sir-
kular Indonesia (Surplus 
Indonesia), Pandawa Agri 
Indonesia, PT Berkah Inova-
si Kreatif Indonesia (BIKI), 
Kategori Investor on Impact 
Investment, East Ventures

Berikutnya, Sektor Debt & 
Project Financing, Kategori 
Issuer/Borrower, PT Bank 
Mandiri (Persero) Tbk, Ka-
tegori Investor/Creditor, PT 
Bank Rakyat Indonesia (Per-
sero) Tbk, PT Bank OCBC 
NISP Tbk (OCBC), Best 
Facilitator, PwC Indonesia, 
KUMPUL (PT Ruang Kreasi 
Berdaya), Angin Dampak 
Jaya dan PT Sarana Multi 
Infrastruktur (Persero).RPB

yang nyata bagi lingkungan, 
masyarakat, dan tata kelola 
yang bertanggung jawab."

Melalui penghargaan ini, 
KEHATI berharap semakin 
banyak perusahaan, inves-
tor, lembaga pembiayaan, 
maupun pelaku usaha yang 
terdorong mengintegrasikan 
prinsip ESG ke dalam stra-
tegi bisnis dan keputusan 
investasinya. Semakin luas 
penerapan ESG, semakin 
besar pula kontribusi sektor 
keuangan dan dunia usaha 
dalam mendukung target 
pembangunan berkelan-
jutan serta transisi Indonesia 

menuju ekonomi yang lebih 
hijau, inklusif, dan berdaya 
saing.

Penerima ESG Award 
2026 by KEHATI

Pada penyelenggaraan 
tahun ini, Dewan Juri me-
netapkan para penerima 
ESG Award 2026 by KE-
HATI berdasarkan proses 
seleksi yang mencakup peni-
laian administratif, evaluasi 
substansi, scoring sesuai 
kategori, serta Sidang Pleno 
Dewan Juri. Para penerima 
penghargaan dinilai berhasil 
menunjukkan kepemim-
pinan dalam penerapan 

prinsip Environmental, So-
cial, and Governance (ESG) 
sekaligus memberikan dam-
pak nyata terhadap pemban-
gunan berkelanjutan.

Untuk Sektor Capital 
Market Kategori Listed 
Company diantaranya, PT 
Bank Central Asia Tbk, PT 
Unilever Indonesia Tbk, PT 
Semen Indonesia (Persero) 
Tbk, Kategori Investor - 
Fund Manager, PT BNP 
Paribas Asset Management, 
PT Eastspring Investments 
Indonesia, Kategori Inves-
tor – Pension Fund, Dana 
Pensiun Lembaga Keuangan 
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

SEJAK gempa bermagnitudo 
7,7 mengguncang Flores, Nusa 
Tenggara Timur (NTT), pada 15 
Agustus 2026, hingga kini masy-

arakat di sana belum dapat hidup tenang. 
Mereka masih diliputi rasa waswas karena 
gempa susulan masih terus berlangsung 
hingga kini.

Meski guncangannya tak sedahsyat gem-
pa pertama, tetap saja gempa susulan itu 
membuat takut warga. Berdasarkan data 
BMKG, hingga Rabu (26/8), tercatat 7.492 
kali terjadi gempa susulan. Sebanyak 33 
gempa susulan di antaranya bermagnitudo 
di atas 5.

Warga memilih tetap tinggal di tenda-ten-
da pengungsian di tanah lapang. Mereka 
masih takut untuk kembali ke rumah 
masing-masing. Sudah hampir dua pekan 
mereka meninggalkan tempat tinggal. Tak 
dipikirkan lagi nasib rumah beserta isinya 
yang sudah porak-poranda. Bagi mereka, 
keselamatan jiwa menjadi prioritas di atas 
segalanya. Rasa lelah lahir dan batin pun 
tentu dirasakan para pengungsi.

Data Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB), hingga Rabu (25/8) pukul 
16.00 WIB, menunjukkan jumlah pengungsi 
mencapai 179.037 orang dan korban me-
ninggal yang telah ditemukan sebanyak 
105 orang.

Dalam catatan BNPB, pengungsi tersebar 
di tujuh kabupaten, dengan jumlah terba-
nyak di Manggarai, Nagekeo, Manggarai 
Timur, dan Manggarai Barat. Jumlah pen-
gungsi tiap hari bersifat dinamis karena 
ada warga yang sudah kembali ke rumah, 
terutama di Kabupaten Sikka, tetapi di saat 
bersamaan terjadi penambahan pengungsi 
di tempat lain.

Meski titik-titik pengungsian sudah terda-
ta, penyaluran bantuan ternyata tak semu-
dah yang dibayangkan. Banyaknya akses 
jalan yang putus akibat gempa membuat 
sejumlah wilayah terisolasi. Alhasil, paso-
kan bantuan bahan makanan dan kebutuhan 
dasar lainnya tersendat.

Sekali lagi, sulit sekali dibayangkan, beta-
pa lelahnya hati masyarakat di sana menjala-
ni hidup hampir dua pekan di bawah tenda 
pengungsian. Mereka harus tinggal di tenda, 
di tengah sengatan matahari yang teramat 
terik dalam beberapa bulan terakhir.

Maka, kehadiran Presiden Prabowo Subi-
anto di tengah-tengah pengungsi, kemarin, 
menjadi salah satu oase di tengah lelahnya 
hati masyarakat. Bersama sejumlah pejabat 
yang menyertainya, Presiden memastikan 
penanganan gempa berjalan cepat, terarah, 
dan merata di seluruh daerah yang terdam-
pak bencana. Ya, kecepatan penyaluran 
bantuan, dibarengi dengan terarah dan 
meratanya bantuan, menjadi poin krusial di 
tengah kedaruratan gempa saat ini.

Saudara-saudara kita di tenda pengungsi-
an saat ini membutuhkan bahan makanan, 
obat-obatan, pakaian, dan tentu saja jangan 
sampai dilupakan, kebutuhan anak-anak. 
Untuk sementara, anak-anak di sana ter-
paksa kehilangan hak bermain dan belajar 
akibat gempa.

Kedatangan Presiden bersama sejumlah 
pejabat terkait di tengah bencana tentu men-
jadi penguat moral bagi warga yang sedang 
mengalami trauma. Keberadaan para peja-
bat pusat dan daerah itu tak boleh berhenti 
di tataran tanggung jawab administratif.

Kehadiran mereka harus dirasakan secara 
nyata sebagai bukti nyata bahwa negara 
hadir di saat bencana. Karena itu, kehadiran 
nyata negara tersebut harus dibuktikan 
lewat makin cepatnya koordinasi dan rea-
lisasi penyaluran bantuan. Bukan cuma itu, 
kecepatan juga dibutuhkan dalam proses 
rehabilitasi jika gempa sudah berlalu.

Kehadiran Presiden di NTT patut 
mendapat apresiasi karena akan memotivasi 
dan berdampak besar bagi para penyintas. 
Langkah Presiden itu bisa menjadi langkah 
awal bagi korban gempa untuk segera 
bangkit kembali melanjutkan kehidupan 
sehari-hari tanpa rasa waswas.

Kunjungan Presiden juga sekaligus 
menjadi antitesis dari perilaku para pejabat 
dan tokoh publik yang sebelumnya kerap 
menjadikan lokasi bencana sebagai objek 
untuk mendongkrak popularitas. Dalam 
rapat kabinet paripurna Desember 2025 
silam, saat membahas penanganan bencana 
tanah longsor di Sumatra, Presiden bahkan 
sampai mengkritik keras perilaku mereka 
itu. Presiden menyebut mereka tengah ber-
wisata bencana karena datang hanya untuk 
berfoto, tanpa memberi solusi.

Dengan demikian, langkah Presiden 
kemarin sekaligus juga menjadi gagasan 
gerak bersama seluruh komponen bangsa 
untuk kembali membangun NTT, termasuk 
Sumatra, yang hingga kini masih butuh pe-
nanganan khusus.*Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-
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Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

Warda L
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Kedaulatan di Garis Depan: Saatnya Indonesia Memiliki 
UU Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing

KEDAULATAN Indonesia pada era modern 
menghadapi tantangan yang semakin kom-
pleks. Ancaman terhadap kepentingan nasional 
tidak lagi hanya hadir dalam bentuk konflik 
bersenjata atau pelanggaran batas wilayah. 

PE R K E M B A N -
GAN teknologi, 
persaingan geopo-
litik, transformasi 

ekonomi digital, serta de-
rasnya arus informasi telah 
menciptakan bentuk-bentuk 
ancaman baru yang bergerak 
di ruang yang tidak selalu 
mudah dijangkau oleh in-
strumen hukum konvensi-
onal. Dalam konteks inilah, 
gagasan mengenai pemben-
tukan Undang-Undang Pe-
nanggulangan Spionase dan 
Intervensi Asing menjadi 
semakin relevan untuk diper-
timbangkan sebagai bagian 
dari penguatan sistem keama-
nan nasional Indonesia.

Seminar Nasional “Kedau-
latan di Garis Depan: Kebija-
kan Nasional Penanggulan-
gan Spionase dan Intervensi 
Asing” yang diselenggarakan 
ASEAN Study Center Fa-
kultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Indonesia 
pada 27 Agustus 2026 di Ja-
karta membuka ruang dialog 
penting mengenai perubahan 
karakter ancaman tersebut. 
Forum yang mempertemukan 
unsur pemerintah, parlemen, 
akademisi, praktisi keama-
nan, pakar siber, masyarakat 
sipil, dan pembicara dari 
luar negeri itu menunjukkan 
bahwa isu kedaulatan tidak 
dapat lagi dilihat secara sem-
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perhatian banyak kepentin-
gan. Dalam situasi demikian, 
Indonesia memerlukan ke-
mampuan yang lebih kuat un-
tuk membedakan kerja sama 
internasional yang konstruktif 
dari aktivitas yang berpotensi 
menjadi bentuk intervensi ter-
hadap kepentingan strategis 
nasional. Kehadiran regulasi 
yang jelas justru dapat mem-
berikan kepastian bagi semua 
pihak mengenai batas-batas 
yang harus dihormati.

Karena itu, Undang-Undang 
Penanggulangan Spionase dan 
Intervensi Asing dapat men-
jadi langkah strategis untuk 
memperkuat ketahanan nasi-
onal. Regulasi tersebut bukan 
dimaksudkan untuk menutup 
Indonesia dari dunia luar 
atau membatasi demokrasi, 
melainkan untuk memastikan 
keterbukaan nasional berjalan 
dalam koridor yang aman 
dan berdaulat. Undang-un-
dang yang dirumuskan secara 
matang dapat memberikan 
definisi yang jelas mengenai 
berbagai bentuk spionase, 
operasi pengaruh asing, spio-
nase siber, maupun ancaman 
terhadap kepentingan ekono-
mi strategis. Kejelasan hukum 
akan membantu negara ber-
tindak lebih terukur, terkoor-
dinasi, dan tidak semata-mata 
menunggu ancaman berkem-
bang menjadi krisis.

Penguatan regulasi juga 
penting untuk mendorong 
perubahan dari pola respons 
yang reaktif menjadi pende-
katan yang lebih preventif. 
Negara harus memiliki ke-
mampuan untuk mendetek-
si risiko sejak dini melalui 
sistem peringatan yang kuat 
dan koordinasi yang efektif 
antarlembaga. Dalam kont-

eks ini, penguatan peran dan 
fungsi BIN sebagai bagian 
dari komunitas intelijen na-
sional perlu berjalan bersama 
dengan penguatan koordinasi 
bersama kementerian, lem-
baga, aparat keamanan, serta 
institusi yang memiliki peran 
dalam perlindungan sektor 
strategis.

Perspektif tersebut semakin 
relevan dalam menghadapi 
perkembangan dunia siber. 
Kepala Indonesia Cyber Se-
curity Forum Ardi Suted-
ja menilai bahwa ancaman 
keamanan siber saat ini tidak 
lagi dapat dipandang sebagai 
persoalan teknis semata. Per-
kembangan teknologi telah 
menjadikan data, algoritma, 
kecerdasan buatan, infrast-
ruktur digital, dan platform 
media sosial sebagai bagian 
dari ruang persaingan yang 
memengaruhi kepentingan 
nasional. Spionase modern 
dapat berkembang melalui 
berbagai metode yang jauh 
lebih kompleks dibandingkan 
pendekatan konvensional.

Menurut Ardi, Indonesia 
perlu mengubah cara pan-
dang terhadap keamanan si-
ber dan membangun kemam-
puan pencegahan yang lebih 
kuat. Kesadaran terhadap 
ancaman, kesiapan sumber 
daya manusia, serta kemam-
puan beradaptasi terhadap 
perubahan teknologi harus 
menjadi bagian dari strategi 
nasional. Pandangan ini mem-
perkuat urgensi pembentukan 
kebijakan yang komprehensif, 
sebab perlindungan terhadap 
kedaulatan nasional saat ini 
juga mencakup perlindungan 
data strategis, infrastruktur 
digital, sistem ekonomi, serta 
ruang informasi.

Dekan FISIP UI Prof. Evi 
Fitriani menegaskan penting-
nya kontribusi perguruan 
tinggi dalam menghadapi 
persoalan strategis bangsa. 
Universitas, menurutnya, 
tidak boleh hanya menjadi 
menara gading, tetapi harus 
mampu menghadirkan pemi-
kiran dan rekomendasi yang 
berguna bagi masyarakat dan 
negara. Semangat inilah yang 
perlu terus dikembangkan 
dalam pembahasan kebijakan 
penanggulangan spionase dan 
intervensi asing. Perbedaan 
pandangan antara akademi-
si, praktisi, pemerintah, dan 
masyarakat sipil bukan ham-
batan, melainkan kekuatan 
untuk menghasilkan kebija-
kan yang lebih matang.

Pada akhirnya, menjaga 
kedaulatan bukan sekadar 
tugas satu lembaga atau satu 
sektor. Kedaulatan adalah 
tanggung jawab bersama 
yang membutuhkan negara 
yang kuat, masyarakat yang 
sadar, akademisi yang kritis, 
serta kebijakan yang mampu 
menjawab perkembangan 
zaman. UU Penanggulan-
gan Spionase dan Intervensi 
Asing dapat menjadi salah 
satu instrumen penting dalam 
membangun Indonesia yang 
semakin tangguh, berdaulat, 
demokratis, dan percaya diri 
dalam menghadapi persain-
gan global. Dengan regulasi 
yang tepat dan implementasi 
yang akuntabel, Indonesia 
dapat memperkuat garis per-
tahanannya tanpa kehilan-
gan karakter sebagai negara 
demokrasi yang terbuka dan 
berorientasi pada kepentingan 
rakyat. *Penulis merupakan 
Pemerhati Kebijakan Keamanan 
Nasional

pit. Indonesia membutuhkan 
kesadaran bersama bahwa 
perubahan lingkungan strate-
gis menuntut pembaruan cara 
pandang sekaligus pembaru-
an kebijakan.

Kepala Badan Intelijen Ne-
gara Jenderal TNI (Purn.) 
Muhammad Herindra me-
nempatkan persoalan spiona-
se dan intervensi asing sebagai 
ancaman yang perlu direspons 
secara realistis. Menurutnya, 
Indonesia sebagai negara be-
sar dengan posisi geografis 
strategis, sumber daya alam 
yang melimpah, dan pengar-
uh yang terus berkembang 
tidak dapat menutup mata 
terhadap persaingan kepen-
tingan antarnegara. Keterbu-
kaan Indonesia dalam pergau-
lan internasional merupakan 
kekuatan yang harus dijaga, 
tetapi keterbukaan tersebut 
perlu disertai kewaspadaan 
agar tidak berubah menjadi 
kerentanan terhadap kepen-
tingan asing yang dapat me-
rugikan negara.

Pesan yang disampaikan 
Kepala BIN penting untuk 
dipahami dalam konteks pem-
bangunan Indonesia yang 
semakin maju. Negara yang 
memiliki potensi ekonomi 
besar, kekayaan sumber daya, 
jumlah penduduk besar, serta 
posisi penting di kawasan 
tentu akan semakin menarik 

DALAM Dialec-
tic of Enligh-
tenment (2002: 
3-4), Theodor 

W. Adorno dan Max Horkhei-
mer mengingatkan bahwa ra-
sionalitas modern tidak selalu 
menghasilkan pembebasan, 
tetapi juga dapat berubah 
menjadi instrumen dominasi. 
Kampus yang idealnya men-
jadi ruang pencerahan pun 
dapat terjebak dalam logika 
kepatuhan, pengendalian, 
dan relasi kuasa.

Di ruang kelas dan seminar, 
istilah demokrasi, meritokra-
si, dan kebebasan akademik 
sering menjadi wacana yang 
akrab. Namun dalam praktik 
sehari-hari, relasi kuasa ka-
dang masih ditentukan oleh 
jabatan, pangkat, kedekatan 
dengan pimpinan, dan sta-
tus sebagai “orang dalam”. 
Dalam Discipline and Punish: 
The Birth of the Prison (1975), 
Michel Foucault menjelaskan 
bahwa kekuasaan tidak sel-
alu bekerja melalui larangan 
atau paksaan terbuka, tetapi 
juga melalui normalisasi dan 
disiplin yang menentukan 
siapa yang pantas berbicara 

ADA satu ironi yang kerap kita rasakan di 
kampus. Institusi yang seharusnya menjadi ru-
ang paling bebas untuk berpikir justru kadang 
tumbuh menjadi ruang yang hierarkis, bahkan 
cenderung feodal. 

dan siapa yang memilih diam.
Oleh karena itu, feodalisme 

kampus tidak selalu tampil 
dalam bentuk yang kasar. 
Ia justru dapat hadir dalam 
wajah yang rapi, administra-
tif, dan tampak profesional. 
Loyalitas kepada pimpinan 
kadang lebih dihargai daripa-
da keberanian menyampaikan 
kritik, sementara perbedaan 
pendapat mudah diterjemah-
kan sebagai sikap tidak koo-
peratif. Padahal kampus bu-
kan sekadar organisasi yang 
membutuhkan kepatuhan 
administratif, melainkan insti-
tusi pengetahuan yang hanya 
dapat tumbuh jika sivitas aka-
demika memiliki ruang untuk 
bertanya, berbeda pendapat, 
dan mengoreksi kekuasaan 
tanpa rasa takut.

Dalam budaya kampus 
yang cenderung feodal, hierar-
ki tidak hanya dibentuk oleh 
kompetensi, tetapi juga oleh 
kedekatan dengan pusat ke-
kuasaan. Jabatan kemudian 
dapat berubah menjadi alat 
distribusi akses yang menen-
tukan siapa yang memperoleh 
kesempatan, siapa yang dili-
batkan dalam pengambilan 

keputusan, dan siapa yang 
tersingkir dari ruang stra-
tegis. Persoalannya bukan 
pada keberadaan struktur 
organisasi, melainkan ketika 
hierarki administratif berubah 
menjadi hierarki intelektual, 
seolah-olah jabatan otomatis 
membuat seseorang lebih be-
nar secara akademik. Dampak 
paling nyata dari situasi ini 
adalah tumbuhnya budaya 
diam.

Dalam Selections from the 
Prison Notebooks (1971: 12), 
Antonio Gramsci menjelaskan 
bagaimana dominasi dapat 
bekerja melalui hegemoni, 
yaitu ketika relasi kuasa di-
terima sebagai sesuatu yang 
wajar. Dosen di kampus tidak 
selalu bungkam karena dipak-
sa, tetapi karena memahami 
bahwa kritik dapat membawa 
konsekuensi terhadap akses, 
kesempatan, atau relasi kerja. 
Dari sinilah muncul kalkulasi 
yang sangat manusiawi, lebih 
aman menjadi loyal daripada 
menjadi kritis.

Namun, di sinilah konsep 
loyalitas perlu ditafsirkan 
ulang, terutama dalam sistem 
perguruan tinggi dan birokra-
si dosen ASN. Loyalitas tidak 
seharusnya dimaknai sebagai 
kesetiaan personal kepada 
pejabat tertentu, melainkan 
kepada mandat kelembagaan, 
kepentingan publik, dan in-
tegritas akademik. Dalam 
pengertian ini, kritik bukan la-
wan dari loyalitas, melainkan 
bentuk loyalitas yang lebih 
substantif karena menjaga 

agar institusi tetap berada 
pada jalurnya.

Relasi antara pimpinan dan 
dosen dalam sistem ASN juga 
perlu ditempatkan secara 
proporsional. Secara admi-
nistratif terdapat struktur 
kewenangan, tetapi dalam 
ruang akademik, kebenaran 
tidak ditentukan oleh jabatan. 
Dalam The Theory of Commu-
nicative Action, Volume Two: 
Lifeworld and System (1987: 
8-15), Jürgen Habermas me-
nempatkan tindakan komu-
nikatif pada orientasi untuk 
mencapai pemahaman bers-
ama (mutual understanding), 
bukan sekadar keberhasilan 
strategis. Dalam konteks insti-
tusi, gagasan ini dapat menja-
di dasar untuk menempatkan 
argumentasi rasional di atas 
sekadar kepatuhan terhadap 
posisi kekuasaan. Perbedaan 
jabatan tidak boleh mengha-
pus kesetaraan sebagai subjek 
yang berpikir.

Di sinilah penting mem-
bedakan antara kepatuhan 
administratif dan otonomi 
akademik. Dosen ASN tentu 
wajib menjalankan aturan 
organisasi, tetapi tidak harus 
tunduk secara intelektual 
kepada individu yang sedang 
memegang jabatan. Dosen 
tetap memiliki kebebasan 
untuk mempertanyakan ke-
bijakan, mengevaluasi argu-
mentasi, dan menyampaikan 
pandangan ilmiah yang ber-
beda. Persoalannya, moderni-
sasi kampus sering kali lebih 
menekankan transformasi 

Dari Loyalitas ke Intelektualitas: 
Kritik Terhadap Kampus Feodal

teknis daripada demokratisasi 
kehidupan akademik. Digita-
lisasi, internasionalisasi, dan 
ambisi menjadi world-class 
university tidak otomatis 
membuat institusi lebih adil. 
Hal tersebut mereduksi re-
alitas menjadi sesuatu yang 
sekadar terukur dan dikelola, 
tanpa menyentuh relasi kuasa 
di dalamnya.

Kampus yang benar-benar 
modern seharusnya mam-
pu menerima perbedaan 
pendapat tanpa menganggap-
nya sebagai pembangkangan. 
Institusi dapat mereproduksi 
hierarki melalui mekanisme 
yang tampak objektif namun 
tidak sepenuhnya meritokra-
tis. Karena itu, promosi ja-
batan dan distribusi sumber 
daya harus berlangsung se-
cara transparan dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Yang tidak kalah penting 
adalah perlindungan nyata 
bagi dosen yang menyampai-
kan kritik secara akademik. 
Kebebasan akademik tidak 
boleh berhenti sebagai slogan, 
tetapi harus dijamin melal-
ui mekanisme kelembagaan 
yang mencegah pembalasan 
dalam bentuk pengucilan, 
hambatan karier, atau tekanan 
informal. Sebab kebebasan 
akademik sering tidak hilang 
secara tiba-tiba, melainkan 
menyusut perlahan melalui 
budaya diam dan ketakutan 
untuk berbeda pendapat. 
Penulis: Dosen agama Islam Poli-
teknik Maritim Negeri Indonesia 
*Geotimes.Id
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SULTENG RAYA - Sebanyak 
249 Kepala Satuan Pelayanan Pe-
menuhan Gizi (SPPG) telah diber-
hentikan. Pemberhentian ini men-
yusul adanya pelanggaran yang 
dilakukan oleh kepala dapur yang 
mengelola program makan bergizi 
gratis (MBG).

Menteri Koordinator Bidang 
Pangan (Menko Pangan) Zulkifli 
Hasan (Zulhas) mengatakan di 
bawah kepemimpinan Kepala BGN 
yang baru, Sudaryono, sudah ada 
puluhan kepala SPPG yang tidak 
disiplin, tidak pernah ke kantor.

“Sudah ada 66 yang diberhen-
tikan ini baru satu bulan ya,” ujar 
Zulhas dalam konferensi pers di 
kantornya, Rabu (26/8/2026). 

Zulhas menyebut status mereka 
sebagai Pegawai Pemerintah den-
gan Perjanjian Kerja (P3K) diharus-
kan hadir ke kantor. Adapun total 
akumulasi kepala dapur MBG yang 
telah dipecat mencapai 249 orang. 

Zulhas menegaskan Kepala SPPG 
bertanggung jawab sebagai pen-
gawas makanan di tempat sangat 
vital demi menghindari bahaya dan 
memastikan kualitas makanan.

“(Kepala) SPPG nggak disiplin, 
ya, enggak ngantor, enggak datang 
ke kantor. Kan mereka PPPK, kalau 
enggak ngantor berapa kali itu 
harus diberhentikan. Nah, ini tegas 
sudah 183 plus 66 yang dipecat,” 
tambah ia. 

Sebelumnya, sebanyak 66 Kepa-
la Satuan Pelayanan Pemenuhan 
Gizi (SPPG) dalam proses pem-
berhentian secara tidak hormat. 
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) 
Sudaryono menjelaskan pember-
hentian secara tidak hormat ini 
karena pegawai-pegawai tersebut 
melakukan tindakan indisipliner. 
Ia membeberkan sejumlah tindakan 
indisipliner yang dilakukan kepala 
dapur MBG, mulai dari penipuan, 
terlibat judi online, hingga hengki 
pengki.

“Per hari ini kami telah mempro-
ses pemberhentian dan pembinaan 
SPPI atau Kepala Dapur, 66 kasus 
dalam proses pemberhentian. Jadi, 
diberhentikan secara tidak hormat,” 
ujar Sudaryono dalam konferensi 
pers di kantornya, Jakarta Pusat. 

Badan Kepegawaian Negara 
sudah memproses pemberhentian 
kepada puluhan pegawai tersebut. 
Adapun 66 kasus kepala SPPG ini 
tersebar di Jawa Barat 29 kasus, 
Jakarta & Banten sebanyak 19 kasus, 
Jawa Tengah 12 kasus, Jawa Timur 
27 kasus, Sumatera 21 kasus, Kali-
mantan 9 kasus, Sulawesi 4 kasus, 
dan wilayah lainnya 5 kasus.

Tak hanya itu, sebanyak 60 kasus 
masih dalam pembinaan internal. 
Sudaryono menyebut pihaknya 
masih mengecek konflik yang 
terjadi antara Kepala Dapur dan 
MBG. DTC

249 ASN 
BGN Dipecat!

SULTENG RAYA - Pan-
dangan ekonom terhadap 
kondisi perekonomian In-
donesia berbeda dengan 
persepsi masyarakat secara 
umum. Para ekonom dan 
responden berlatar belakang 
ekonomi dan bisnis opti-
mistis terhadap ekonomi 
Indonesia pada semester 
II-2026. Masyarakat umum 
sebaliknya.

Hal tersebut tertuang 
dalam survei yang dilaku-
kan Pengurus Pusat Ikatan 
Sarjana Ekonomi Indonesia 
(PP ISEI). Survei dilakukan 
secara online dan melibat-
kan 4.012 responden yang 
memiliki latar belakang 
ekonomi.

Hasil  survei  menun-
jukkan para ekonom dan 
responden menilai posi-
tif pertumbuhan ekonomi 
pada semester I-2026. Hal 
itu tercermin dari indeks 
persepsi sebesar 60. Kiner-
ja pertumbuhan ekonomi 
sekitar 5% dinilai menjadi 
modal untuk mempertahan-
kan pertumbuhan ekonomi 
nasional.

Optimisme bahkan me-
ningkat ketika responden 
ditanya mengenai prospek 
ekonomi pada semester 
II-2026. Indeks persepsi 
mencapai 62,3, lebih tinggi 
dibandingkan dengan se-
mester I-2026.

“Para ekonom dan res-
ponden berlatar belakang 
ekonomi dan bisnis pada 
umumnya mempunyai 
persepsi positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi 
pada semester 1 tahun 2026 
ini (indeks 60). Kinerja per-
tumbuhan 5 persen dini-
lai sebagai modal untuk 
terus mempertahankan 
pertumbuhan ekonomi 
nasional,” kata Ekonom 
Senior sekaligus Pengurus 
Pusat ISEI, Didik J Rachbi-
ni, dalam keterangannya, 
Kamis (27/8/2026). 

“Persepsi para ekonom 
dan responden berlatar be-
lakang ekonomi dan bis-
nis tentang pertumbuhan 
ekonomi semester 2 yang 
akan datang optimis (indeks 
62,3), seperti ditunjukkan 
dalam indeks yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan 

indeks semester pertama,” 
lanjutnya.

Optimisme tersebut juga 
terlihat dari pandangan 
responden terhadap kinerja 
ekspor. Ekspor dinilai akan 
tumbuh lebih baik diban-
dingkan impor, dengan 
indeks sebesar 60,3.

Untuk semester II-2026, 
keyakinan terhadap kinerja 
ekspor bahkan meningkat. 
Indeks persepsi mencapai 
62. Meski demikian, res-
ponden masih kurang yakin 
terhadap kondisi pengang-
guran dan tingkat inflasi.

Berbeda dengan Persepsi 
Publik

Optimisme para ekonom 
tersebut berbeda dengan 
hasil survei terhadap masy-
arakat secara umum. Didik 
membandingkannya den-
gan survei Saiful Mujani 
Research and Consulting 
(SMRC) pada Juli 2026. Ber-
dasarkan survei tersebut, 
penilaian masyarakat ter-
hadap kondisi ekonomi 
nasional berada pada level 
terendah dalam beberapa 
tahun terakhir.

Sebanyak 49,4% respon-
den menilai kondisi ekono-
mi nasional saat ini buruk 
atau sangat buruk. Semen-
tara itu, hanya 15,7% masy-
arakat yang menilai kondisi 
ekonomi dalam keadaan 
baik atau sangat baik.

Perbedaan hasil tersebut 
dinilai berkaitan dengan 
karakteristik responden. 
Survei ISEI menggunakan 
metode purposive sam-
pling dan secara khusus 
menyasar responden den-
gan latar belakang ekonomi 
dan bisnis. Sementara itu, 
survei terhadap publik se-
cara umum menggunakan 
responden yang dipilih 
secara acak.

“Bagaimana survei ini 
bisa berbeda? Responden 
yang pertama (diambil 
secara purposive) adalah 
orang-orang yang memiliki 
pengetahuan lebih men-
dalam dibandingkan den-
gan survei publik, yang 
diambil secara acak,” ujar 
Didik.

“Survei yang pertama me-
lihat keadaan lebih realistis 
karena mengetahui dengan 

lebih benar dibandingkan 
dengan yang kedua, yang 
lebih merupakan persepsi,” 
sambungnya.

Ekonom Masih Ragu Soal 
Kepastian Hukum

Di tengah optimisme ter-
hadap perekonomian, para 
ekonom justru memberi-
kan penilaian yang relatif 
rendah terhadap kepastian 
hukum.

Indeks persepsi terhadap 
kemampuan pemerintah 
dalam menjamin kepas-
tian hukum tercatat 53,4. 
Artinya, responden belum 
yakin pemerintah dapat 
menjamin kepastian hukum 
dengan baik. Penilaian ter-
sebut relatif sejalan dengan 
persepsi masyarakat dalam 
survei SMRC.

Dalam survei tersebut, 
hanya 26,4% masyarakat 
yang menilai penegakan 
hukum berjalan baik atau 
sangat baik. Sebanyak 37,6% 
menilainya buruk atau san-
gat buruk, sementara 30,2% 
menilai kondisi penegakan 
hukum sedang.

Didik mengatakan opti-
misme anggota ISEI teru-
tama terlihat dari ekspek-
tasi bahwa kondisi pere-
konomian akan membaik 
dalam enam bulan ke depan. 
Namun, sejumlah tantangan 
masih perlu diwaspadai, 
terutama daya beli masya-
rakat, kenaikan harga pan-
gan dan energi, serta defisit 
APBN.

“Kesimpulan dari survei 
ISEI ini adalah optimisme 
yang cukup menonjol di-
mana anggota ISEI memiliki 
ekspektasi kondisi pereko-
nomian akan semakin baik 
dalam 6 bulan ke depan (se-
mester kedua),” kata Didik.

“Namun tantangan yang 
menghadang tidak lain 
adalah daya beli masyara-
kat, peningkatan harga-har-
ga (pangan dan energi), de-
fisit APBN. Berbeda dengan 
persepsi umum, anggota 
ISEI cukup percaya bahwa 
pemerintah (pusat dan daer-
ah) dinilai memiliki kemam-
puan dalam peningkatan 
perekonomian Indonesia,” 
pungkasnya.DTC

Ekonomi Indonesia: Ekonom 
Optimistis, Publik Pesimistis
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SULTENG RAYA – 
Harga rumah subsidi yang 
relatif  TERJANGKAU 
membuat sektor Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) 
subsidi masih menjadi 
pasar yang menarik bagi 
pengembang di Sulawesi 
Tengah.

Area Head BRI Palu, 
Asep Suhendra, mengata-
kan tingginya minat ter-
sebut sejalan dengan pro-
gram pemerintah dalam 
memenuhi kebutuhan tiga 
juta rumah bagi masyara-
kat berpenghasilan rendah 
(MBR).

“BRI saat ini sudah san-
gat luar biasa untuk kre-
dit konsumer, di dalam-
nya ada KPR subsidi atau 
FLPP. Ini memang sejalan 

dengan program pemerin-
tah untuk pemenuhan tiga 
juta rumah bagi MBR,” 
kata Asep, kepada awak 
media, Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, harga ru-
mah subsidi untuk kluster 
Sulawesi yang berada di 
kisaran Rp173 juta menjadi 
salah satu daya tarik bagi 
pengembang. Selain harga, 
lokasi perumahan di Palu 
dan sekitarnya dinilai ma-
sih strategis karena relatif 
mudah menjangkau pusat 
perkantoran dan berbagai 
fasilitas kota.

BRI bahkan telah mem-
perluas penyaluran KPR 
subsidi tidak hanya di Kota 
Palu dan Sigi, tetapi hingga 
Kabupaten Parigi Moutong 
dan Pasangkayu.

Saat ini, kata Asep, seba-
nyak 116 developer di Sula-
wesi Tengah telah menjalin 
kemitraan dengan BRI.

Namun, BRI tidak ser-
ta-merta menerima seluruh 
proyek perumahan untuk 
masuk dalam pembiayaan 
KPR subsidi. Asep mene-
gaskan, pihaknya menetap-
kan standar tertentu untuk 
memastikan rumah yang 
dibiayai benar-benar layak 
ditempati.

“Rumah yang masuk kre-
dit adalah rumah yang siap 
huni, fasilitas umum sudah 
jalan. Sertifikatnya juga su-
dah terpecah, tinggal balik 
nama ke debitur,” ujarnya.

Asep menyebut proses 
tersebut dapat dipantau me-
lalui pelaporan trilogi yang 

AREA Head BRI Palu, Asep Suhendra. FOTO: DOK. SULTENG RAYA

BRI Palu Gandeng 116 Developer Dukung 
Akselerasi Program 3 Juta Rumah Pemerintah 

melibatkan developer, bank, 
dan debitur.

Di tengah persaingan per-
bankan dalam penyaluran 
KPR subsidi, BRI Palu juga 

menunjukkan kinerja yang 
cukup kuat. Berdasarkan 
survei internal yang dila-
kukan beberapa waktu lalu, 
BRI Palu menempati urutan 

kedua dalam penyaluran 
KPR subsidi.

Kondisi itu menunjukkan 
kebutuhan rumah terjang-
kau di Sulteng masih men-

jadi peluang besar, sekaligus 
ruang bagi perbankan untuk 
mempercepat akses hunian 
bagi masyarakat berpeng-
hasilan rendah. RHT

ILUSTRASI Pandangan Kondisi Ekonomi RI. FOTO: ARI SAPUTRA/DETIKFOTO
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Salah satunya melalui 
aksi sosial PT Sentra Pan-
gan Sejahtera (SPS) bersa-
ma Kamar Dagang dan In-
dustri Indonesia (KADIN) 
Parigi Moutong.

Kamis (27/8/2026), ban-
tuan logistik berupa ke-
butuhan pangan pokok 
disalurkan kepada masy-
arakat yang terdampak 
banjir bandang. 

Beras, mie instan, minu-
man, susu hingga biskuit 
untuk anak-anak menja-
di bagian dari bantuan 
yang diharapkan dapat 
menopang kebutuhan war-
ga selama masa tanggap 
darurat.

Manajemen PT SPS, Yau 
Sen, mengatakan penyalu-
ran bantuan tersebut me-
rupakan bentuk kepeduli-
an sosial sekaligus wujud 
gotong royong perusahaan 
bersama masyarakat di ten-
gah situasi bencana.

Menurutnya, keberad-
aan perusahaan tidak se-
mata-mata berkaitan den-
gan investasi dan pembu-
kaan lapangan kerja. Ke-
tika masyarakat di sekitar 
perusahaan menghadapi 
musibah, perusahaan juga 
memiliki tanggung jawab 
moral untuk hadir dan 
memberikan dukungan.

“Kami ingin hadir mem-
bantu meringankan beban 
masyarakat yang terdam-
pak bencana,” kata Yau 
Sen.

Kepedulian itu juga 
menyentuh lingkungan 
internal perusahaan. Se-
jumlah karyawan PT SPS 
disebut turut menjadi kor-
ban banjir.

Karena itu, selain ban-
tuan logistik untuk masy-
arakat secara umum, pe-
rusahaan memberikan 
perhatian khusus kepada 
karyawan yang terdampak, 

termasuk melalui penyalu-
ran pakaian layak pakai.

“Selain bantuan logistik 
secara umum, perusahaan 
juga memberikan perhati-
an khusus bagi kebutuhan 
pribadi karyawan yang 
terdampak, termasuk pen-
yaluran bantuan pakaian 
layak pakai,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua 
KADIN Parigi Moutong, 
Faradiba Zaenong, meni-
lai aksi bersama tersebut 
menjadi gambaran nyata 
bagaimana dunia usaha 
dapat mengambil bagian 
dalam membantu masya-
rakat ketika bencana ter-
jadi.

Menurut Faradiba, ban-
tuan yang diberikan me-
mang belum akan menye-
lesaikan seluruh persoalan 
yang dihadapi para korban. 
Namun, dukungan terse-
but diharapkan mampu 
mengurangi beban warga, 
terutama dalam memenuhi 
kebutuhan dasar selama 
masa pemulihan.

“Meskipun bantuan yang 
diberikan belum dapat 
menuntaskan seluruh per-
masalahan yang ada, di-
harapkan logistik tersebut 
dapat meringankan beban 
hidup para korban,” tu-
turnya.

PT SPS dan KADIN Pari-
gi Moutong juga menyata-
kan akan terus memantau 
perkembangan kondisi di 
lapangan. Jika kebutuhan 
masyarakat masih men-
desak, penyaluran bantu-
an tahap berikutnya akan 
dipertimbangkan sesuai 
situasi dan kemampuan 
yang ada.

Banjir yang menerjang 
Desa Avolua tidak ha-
nya menyisakan genan-
gan, tetapi juga material 
lumpur dan gelondongan 
kayu yang berserakan di 

sejumlah titik permukiman. 
Kondisi tersebut membuat 
proses pemulihan mem-
butuhkan waktu dan kerja 
bersama.

Sebelumnya, Pemerintah 
Kabupaten Parigi Moutong 
menetapkan status tanggap 
darurat menyusul bencana 
banjir bandang yang me-
nerjang wilayah tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Ke-
pala BPBD Parigi Moutong, 
Moh Rivai, mengatakan 
status tanggap darurat di-
berlakukan selama 14 hari, 
terhitung sejak 26 Agustus 
hingga 8 September 2026.

Selama periode tersebut, 
penanganan difokuskan 
pada pemenuhan kebu-
tuhan dasar masyarakat 
terdampak, pembersihan 
lumpur yang mengendap 
di permukiman serta nor-
malisasi sungai.

“Status tanggap darurat 
berlangsung 14 hari ke 
depan,” kata Rivai, Rabu 
(26/8/2026).

Menurutnya,  penan-
ganan bencana tidak dapat 
dilakukan oleh satu pihak 
saja. Dibutuhkan kolaborasi 
lintas sektor untuk mem-
percepat proses pembersi-
han dan pemulihan kondisi 
masyarakat.

Sekitar 200 personel TNI 
dan Polri turut bergabung 
bersama tim penanganan 
di lapangan. Kehadiran 
mereka diarahkan untuk 
mendukung berbagai pro-
ses penanganan pascaben-
cana, termasuk pembersi-
han material yang terbawa 
arus banjir.

“Penanganan tanggap 
darurat tentunya melibat-
kan lintas sektor melalui 
kerja-kerja kolaborasi. Saat 
ini kurang lebih 200 perso-
nel TNI/Polri bergabung 
dengan tim di lapangan,” 
pungkasnya. AJI

Rencana strategis terse-
but disampaikan langsung 
oleh Komandan Kodim 
(Dandim) Morowali, Letkol 
Inf. Boyke Baja Imanu-
el Sirait, saat Silaturahmi 
bersama insan Jurnalis Ka-
bupaten Morowali Utara, 
Kamis (27/8/2026), di salah 
satu Cafe & Resto di Kota 
Kolonodale.

Dalam keterangannya, 
Dandim menegaskan bah-
wa program ini adalah 
wujud nyata kehadiran 
negara di tengah masyara-
kat, khususnya bagi mereka 
yang berada dalam kondisi 
kesulitan.

Ia mengatakan pemban-
gunan panti asuhan ini bukan 
hanya sekadar proyek fisik, 
melainkan sebuah komitmen 
moral Tentara untuk memas-
tikan anak-anak yatim piatu 
mendapatkan tempat tinggal 
yang layak, pendidikan, dan 
kasih sayang. 

“Mereka adalah generasi 
penerus bangsa yang harus 
kita jaga bersama,” ujarnya.

Menurut rencana, pan-
ti asuhan tersebut akan 
dibangun di atas lahan 
yang berlokasi strategis di 
Morowali Utara. Bangunan 
ini akan dilengkapi dengan 
asrama putra-putri, ruang 
belajar, perpustakaan mini, 
serta area bermain. Kodim 
juga akan menggandeng 
berbagai pihak, termasuk 
pemerintah daerah, pen-
gusaha lokal, dan relawan, 
untuk memastikan opera-
sional panti berjalan baik.

“Kami akan berkolabo-
rasi dengan Pemerintah 
Kabupaten Morowali Utara 

dalam hal ini pak Bupati 
untuk mewujudkan renca-
na ini,” ujarnya. 

Kodim juga membuka 
pintu bagi masyarakat luas 
yang ingin turut berparti-
sipasi, baik melalui donasi 
material bangunan mau-
pun dana sosial, dengan 
tetap berkoordinasi melalui 
mekanisme resmi yang ber-
laku. Dengan program ini, 
Kodim Morowali berharap 
dapat semakin mempererat 
kemanunggalan TNI den-
gan rakyat serta mencipta-
kan lingkungan sosial yang 
lebih peduli dan tangguh.

Selain program pening-
katan kualitas anak-anak 
kurang mampu, Kodim 
juga menunjukkan komit-
men nyata TNI Angkatan 
Darat dalam mendukung 
ketahanan pangan nasio-
nal. Kodim setempat akan 
turun tangan membantu 
para petani yang selama 
ini mengeluhkan kesulitan 
memperoleh pupuk ber-
subsidi, sekaligus meres-
pons kebutuhan mendesak 
akan pembangunan dan 
perbaikan saluran irigasi di 
wilayah binaannya.

Dalam kegiatan Silatu-
rahmi itu Dandim menden-
garkan langsung keluhan 
seorang wartawan terkait 
alokasi pupuk yang sulit di 
dapat dan sering terlambat, 
harga di tingkat pengecer 
yang tidak sesuai Harga 
Eceran Tertinggi (HET), 
serta sistem distribusi yang 
dinilai belum merata. 

Menanggapi hal itu, Dan-
dim menegaskan bahwa pi-
haknya akan berkoordinasi 

intensif dengan Dinas Per-
tanian, distributor resmi, 
dan Babinsa di setiap desa 
untuk memastikan pupuk 
sampai ke tangan petani 
yang berhak.

“Saya punya koneksi ba-
gus dengan pihak Kemen-
terian Pertanian, saya akan 
berupaya untuk memban-
tu. Sebab sektor pertanian 
ini menyangkut hajat hidup 
orang banyak,” jelasnya.

Selain persoalan pupuk, 
Dandim juga merespons 
cepat usulan terkait pem-
bangunan dan normalisasi 
saluran irigasi yang selama 
ini menjadi kendala utama 
pengairan sawah, terutama 
saat musim tanam tiba di 
tiga Desa di Kecamatan 
Lembo yaitu Desa Uluanso, 
Mora dan Desa Tingkea’o. 

Ia akan mengerahkan 
anggota jajarannya untuk 
melakukan pengecekan 
langsung ke sejumlah lo-
kasi persawahan yang hing-
ga kini belum teraliri air 
irigasi. Langkah ini diambil 
setelah menerima laporan 
tersebut mengenai masih 
adanya lahan pertanian 
yang kekeringan.

Dandim menegaskan 
bahwa pengecekan lapan-
gan ini bertujuan untuk me-
metakan titik-titik sawah 
yang paling terdampak, 
sekaligus mencari tahu 
penyebab tersendatnya 
aliran air, baik karena 
saluran irigasi yang rusak, 
pendangkalan, maupun 
persoalan pintu air agar 
mendapatkan perbaikan 
untuk memudahkan para 
petani menanam padi. VAN

terstruktur dan akuntabel. 
“Selama ini pencatatan 

administrasi terkait jumlah 
pupuk yang diproduksi dan 
yang sudah terjual masih 
perlu diperkuat. Karena 
itu, kami terus memberikan 
sosialisasi dan pendampin-
gan,” jelas Section Head 
Pilar Lingkungan CSR IMIP, 
Ferdi Eka Saputra, Kamis, 
(27/08/2026).

Menurut Ferdi,  pen-
guatan administrasi terse-
but penting untuk mem-
bantu kelompok menge-
tahui perkembangan pro-
duksi sekaligus menjadi 
dasar dalam melakukan 
evaluasi dan pengemban-
gan usaha ke depan. IMIP 
juga turut mendukung pen-
gujian laboratorium ter-
hadap komposisi kompos 
yang sudah diproduksi. 
Hal itu dilakukan untuk uji 
kualitas pupuk sekaligus 

upaya meningkatkan mutu 
produk yang nantinya akan 
dijual kepada petani di seki-
tar lokasi pengolahan.

Kegiatan yang diinisiasi 
masyarakat Desa Le-le se-
jak tahun 2025 ini sekaligus 
berpotensi memberikan kon-
tribusi terhadap penguran-
gan timbulan sampah dari 
rumah tangga, UMKM ma-
kanan, maupun sisa sayuran 
dari pasar tradisional yang 
dapat dimanfaatkan sebagai 
bahan baku pembuatan pu-
puk kompos. Dalam proses 
pengambilan bahan baku, 
memberi nilai keuntungan 
tersendiri bagi pengelolaan 
sampah di TPS yang be-
rada di Desa Le-le, karena 
sampah organik dan non-
organik telah dipilah lebih 
dulu. Potensi sumber bahan 
baku lain juga diperoleh dari 
limbah dapur Makan Bergizi 
Gratis (MBG) di Desa Le-le. 

Ke depannya, peman-
faatan sampah organik juga 
berpotensi diperluas ke de-
sa-desa lain sekitar kawasan 
IMIP. Pengembangan PESO-
NA TANI juga tidak ber-
henti pada produksi pupuk 
kompos. Kelompok Tani 
Alam Terpadu perlahan mu-
lai merancang pemanfaatan 
pupuk untuk budi daya padi 
organik secara mandiri.

“Masyarakat juga sudah 
mengajukan kepada kami 
rencana pemanfaatan jerigen 
bekas minyak goreng beru-
kuran besar dari aktivitas 
pengolahan makanan bagi 
karyawan yang bekerja di 
IMIP untuk dijadikan seba-
gai media tanam. Metode ini 
menjadi salah satu alternatif, 
karena budi daya padi tidak 
harus menggunakan la-
han persawahan,” sambung 
Ferdi.

Melalui PESONA TANI, 

IMIP bersama masyarakat 
terus mendorong terben-
tuknya pengelolaan sampah 
organik yang terintegrasi, 
mulai dari pemilahan, pen-
golahan menjadi pupuk 
kompos, hingga peman-
faatannya kembali untuk 
kegiatan pertanian. Sinergi 
tersebut diharapkan tidak 
hanya memberikan kontri-
busi terhadap pengurangan 
timbulan sampah, tetapi 
juga membuka peluang pe-
manfaatan sumber daya 
untuk menjadi produk yang 
memiliki nilai ekonomi bagi 
masyarakat. 

“Pengembangan peman-
faatan tersebut dapat dilaku-
kan secara bertahap dengan 
mempertimbangkan kesta-
bilan ketersediaan bahan 
baku, kapasitas produksi, 
serta kesiapan sumber daya 
pendukung pengelolaan 
kompos,” tandas Ferdi. *WAN

Morowali 882 ton, Banggai 
Kepulauan 257 ton, Banggai 
Laut 167 ton, serta Kota Palu 
sebesar 4,62 ton.

Dia mengungkapkan saat 
ini, Kementerian Pertanian, 

hilirisasi kakao di Sulteng 
dalam dua tahun terakhir 
sangat besar. Kementerian 
Pertanian telah menyalur-
kan bantuan bibit sebanyak 
18,7 juta bibit kakao untuk 

peremajaan kembali.
Dia  mengungkapkan 

kalau tiga sampai empat 
tahun kemudian tumbuh 
baik, maka produktivititas 
akan meningkat dua kali 

lipat dari saat ini.
“Kami punya lahan dan 

ada produksi, bagaimana 
kalau ada pabrik, tentu lebih 
tinggi produksinya,” kata-
nya menegaskan. ANT

Kondisi tersebut menye-
babkan keterlambatan pa-
sokan pada 16 hingga 17 
Agustus 2026. Untuk men-
jaga kebutuhan masyarakat 
tetap terpenuhi, Pertami-
na kemudian melakukan 
langkah antisipasi dengan 
mencari pasokan alternatif 
dari Depot Bau-Bau serta 
mengambil stok dari Depot 
Poso.

Langkah tersebut dilaku-
kan untuk menjaga kesta-

bilan stok BBM di wilayah 
Sulawesi Tengah sekaligus 
mengantisipasi terjadinya 
kekurangan pasokan di se-
jumlah SPBU.

Pertamina juga menyam-
paikan bahwa pasokan dari 
Bau-Bau dan Bitung telah 
kembali masuk secara nor-
mal pada periode 20 hingga 
24 Agustus 2026. Sementara 
itu, kondisi antrean di se-
jumlah SPBU, khususnya 
di Kota Palu, pada Rabu 

(26/8/2026) disebut sudah 
mulai normal.

Rudi mengatakan Pem-
prov Sulteng berharap pe-
menuhan kebutuhan BBM 
dapat segera kembali nor-
mal dan masyarakat tidak 
perlu panik. Masyarakat 
juga diimbau membeli BBM 
sesuai kebutuhan dan tidak 
melakukan pembelian seca-
ra berlebihan.

“Kami mengimbau masy-
arakat agar tidak panik dan 

membeli BBM secara wajar 
sesuai kebutuhan. Jangan 
melakukan pembelian ber-
lebihan karena justru dapat 
menimbulkan kepanikan 
dan memperpanjang an-
trean,” pesannya.

Pemprov Sulteng bers-
ama Pertamina akan terus 
memantau kondisi pasokan 
BBM di lapangan guna me-
mastikan distribusi berjalan 
lancar dan kebutuhan masy-
arakat dapat terpenuhi. ANT

Ia menjelaskan, Sulawesi 
Tengah memiliki wilayah 
yang luas dengan 12 ka-
bupaten dan satu kota, serta 
memiliki berbagai komodi-
tas unggulan yang berpo-
tensi dikembangkan, salah 
satunya kakao.

Berdasarkan data produk-
si, Sulawesi Tengah menjadi 
salah satu daerah pengha-
sil kakao dengan produksi 
mencapai sekitar 126.516 ton 
pada tahun 2025. Namun, 
pengembangan komoditas 
tersebut masih menghadapi 
sejumlah tantangan, seperti 
penurunan produktivitas 
akibat kondisi tanah, tana-
man yang sudah tua, seran-
gan hama, perubahan cuaca 
ekstrem, alih fungsi lahan, 
hingga keterbatasan pembin-
aan dan penerapan teknologi 
budidaya.

Menurut Wagub, pemerin-
tah daerah terus mencari so-
lusi melalui penguatan mo-
del pertanian berkelanjutan, 
termasuk melalui kerja sama 
dengan mitra internasional. 

Selain kakao, Wagub juga 
menyampaikan potensi pen-

gembangan komoditas ke-
lapa dan hilirisasi produk 
perkebunan. Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tengah 
mendorong pembangunan 
industri pengolahan agar 
hasil perkebunan memiliki 
nilai tambah.

Ia mencontohkan, pen-
golahan kelapa nantinya 
dapat menghasilkan berba-
gai produk turunan seperti 
santan, susu kelapa, hingga 
pemanfaatan tempurung se-
bagai bahan energi alternatif.

“Semua bagian dari ko-
moditas harus memiliki nilai 
ekonomi. Dengan hilirisa-
si, masyarakat tidak hanya 
menjual bahan mentah tetapi 
mendapatkan manfaat yang 
lebih besar,” katanya.

Wagub juga menekankan 
pentingnya penguatan rantai 
pasok pertanian, keterli-
batan sektor swasta, BUMN, 
BUMD, serta koperasi Merah 
Putih dalam mendukung 
pengembangan ekonomi 
daerah.

Sementara itu, Duta Besar 
Jerman untuk Indonesia Ralf 
Beste menyampaikan apresi-

asi atas sambutan hangat Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 
Tengah. 

Ia menegaskan komitmen 
Jerman untuk terus memper-
kuat hubungan kerja sama 
ekonomi dengan Indonesia, 
termasuk memperluas pe-
luang kerja sama dengan 
Sulawesi Tengah.

Ralf Beste mengatakan, 
hubungan kerja sama antara 
Jerman dan Indonesia telah 
terjalin selama kurang lebih 
70 tahun dan terus berkem-
bang di berbagai bidang. 

Menurutnya, Sulawesi 
Tengah memiliki potensi 
besar yang dapat dikem-
bangkan melalui kolaborasi, 
khususnya pada sektor per-
tanian, perkebunan, serta 
pengelolaan sumber daya 
alam.

Selain sektor pertanian dan 
perkebunan, Duta Besar Jer-
man juga menyoroti potensi 
kerja sama di bidang mineral 
yang menjadi salah satu sek-
tor unggulan Sulteng. 

Kedutaan Besar Jerman, 
kata dia, siap memfasilitasi 
pertemuan antara pelaku 

usaha Jerman dengan mitra 
di Sulawesi Tengah untuk 
menjajaki peluang investasi 
yang saling menguntungkan.

“Kerja sama ini tidak ha-
nya mencakup pertanian 
dan perkebunan, tetapi juga 
sektor mineral. Kami siap 
membantu mencocokkan 
peluang bisnis yang ada di 
Sulawesi Tengah dengan 
perusahaan-perusahaan Jer-
man yang memiliki ketertari-
kan untuk berinvestasi,” ujar 
Ralf Beste.

Pertemuan tersebut men-
jadi langkah awal penguatan 
kemitraan strategis antara 
Sulawesi Tengah dan Jerman 
melalui investasi berkelan-
jutan, pertukaran penge-
tahuan, transfer teknologi, 
serta pengembangan industri 
berbasis potensi unggulan 
daerah.

Di akhir kegiatan, Peme-
rintah Provinsi Sulawesi 
Tengah menyerahkan plakat 
kepada Duta Besar Jerman 
sebagai simbol penguatan 
hubungan dan komitmen 
kerja sama kedua belah pi-
hak. WAN

SULTENG RAYA - PT Per-
tamina Patra Niaga Regional 
Sulawesi melalui Fuel Ter-
minal Kolaka terus memper-
kuat kontribusinya terhadap 
pengelolaan lingkungan dan 
pemberdayaan masyarakat di 
sekitar wilayah operasional. 
Salah satu bentuk dukun-
gan tersebut diwujudkan 
melalui penyerahan bantuan 
satu unit motor tiga roda 
untuk mendukung kegiatan 
pengumpulan dan pengang-
kutan sampah di Kelurahan 
Kolakaasi, Kabupaten Kola-
ka, Sulawesi Tenggara.

Bantuan kendaraan opera-
sional tersebut diharapkan 
dapat membantu masyarakat 
dalam meningkatkan efek-
tivitas pengumpulan dan 
pengangkutan sampah dari 
lingkungan permukiman. 
Ketersediaan sarana yang 
lebih memadai juga diha-
rapkan dapat mendukung 
pengelolaan sampah secara 
lebih teratur dan mendorong 
terciptanya lingkungan yang 
bersih serta nyaman bagi 

masyarakat.
Fuel Terminal Manager 

Kolaka, Georgius Benny Har-
toyo, mengatakan dukungan 
terhadap pengelolaan ling-
kungan merupakan bagian 
dari komitmen Pertamina 
untuk memberikan manfaat 
yang relevan bagi masyarakat 
di sekitar wilayah operasi-
onal.

“Kami berharap bantuan 
motor tiga roda ini dapat 
dimanfaatkan secara optimal 
untuk mendukung aktivitas 
pengelolaan sampah di Ke-
lurahan Kolakaasi. Dengan 
adanya sarana pendukung 
yang memadai, proses pen-
gumpulan dan pengangkutan 
sampah diharapkan dapat 
berjalan lebih efektif serta 
memberikan manfaat langs-
ung bagi masyarakat dan 
lingkungan,” ujar Georgius.

Menurutnya, keberlanjutan 
pengelolaan lingkungan 
membutuhkan keterlibatan 
berbagai pihak, termasuk 
masyarakat sebagai pelaku 
utama dalam menjaga keber-

sihan lingkungan sehari-hari.
“Sarana yang kami berikan 

tentu perlu diiringi dengan 
partisipasi masyarakat. Kesa-
daran untuk menjaga keber-
sihan, mengurangi sampah, 
serta mengelola sampah den-
gan baik menjadi bagian pen-
ting agar manfaat program 
ini dapat dirasakan dalam 
jangka panjang,” tambahnya.

Program ini sejalan dengan 
komitmen Pertamina dalam 
mendukung pencapaian Sus-
tainable Development Goals 
(SDGs), khususnya SDG 11 
tentang Kota dan Permu-
kiman yang Berkelanjutan 
melalui dukungan terhadap 
lingkungan permukiman 
yang lebih bersih dan layak, 
serta SDG 12 tentang Kon-
sumsi dan Produksi yang 
Bertanggung Jawab melalui 
penguatan praktik penge-
lolaan sampah di tingkat 
masyarakat.

Melalui dukungan sara-
na tersebut, Pertamina juga 
mendorong tumbuhnya 
kesadaran bersama bahwa 

pengelolaan sampah merupa-
kan tanggung jawab yang 
membutuhkan kolaborasi 
antara masyarakat, pemer-
intah daerah, dan berbagai 
pihak lainnya.

Area Manager Communi-
cation, Relation, & CSR Per-
tamina Patra Niaga Regional 
Sulawesi, Lilik Hardiyanto, 
menyampaikan bahwa pro-
gram sosial dan lingkungan 
Pertamina dirancang untuk 
menjawab kebutuhan masy-
arakat sekaligus memberikan 
dampak yang berkelanjutan.

“Kami ingin kehadiran 
Pertamina di tengah masya-
rakat memberikan manfaat 
yang nyata dan dapat terus 
dirasakan dalam jangka pan-
jang. Dukungan terhadap 
pengelolaan sampah di Ke-
lurahan Kolakaasi menjadi 
salah satu bentuk kontribusi 
kami dalam mendorong ling-
kungan yang lebih bersih 
sekaligus memperkuat kola-
borasi dengan masyarakat,” 
kata Lilik.

Lilik menambahkan bahwa 

keberhasilan program ling-
kungan sangat ditentukan 
oleh keberlanjutan peman-
faatan sarana serta keter-
libatan masyarakat dalam 
menjaga lingkungan.

“Motor tiga roda ini me-
rupakan sarana pendukung. 
Yang paling penting adalah 
bagaimana fasilitas tersebut 
dapat dimanfaatkan secara 
konsisten dan mendorong 

kebiasaan masyarakat un-
tuk bersama-sama menja-
ga kebersihan lingkungan. 
Kami berharap kolaborasi ini 
dapat terus berkembang dan 
memberikan dampak positif 
bagi masyarakat Kolakaasi,” 
ujarnya.

Pertamina Patra Niaga Re-
gional Sulawesi melalui Fuel 
Terminal Kolaka akan terus 
mengembangkan kolaborasi 

bersama pemerintah daerah, 
masyarakat, dan pemangku 
kepentingan lainnya dalam 
menjalankan program sosial 
dan lingkungan. Upaya ter-
sebut menjadi bagian dari 
komitmen perusahaan untuk 
tumbuh bersama masyarakat 
sekaligus mendukung ter-
ciptanya lingkungan yang 
lebih berkelanjutan di sekitar 
wilayah operasional. WAN 
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Pelaksaan Monev kali ini 
dipimpin langsung Ketua 
LPPM Unismuh Palu, Dr. 
Rukhayati, SE., MM didam-
pingi Ketua Panitia KKN 
Angkatan 70, Moh. Afief 
Bubayyin, SE., ME dan se-
jumlah Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL) diantara-
nya Dr. Imam Basofi  Usman, 
SH., MH, Nurmiati, S.Pd., 
M.Pd, Kuliawati, S.Pd., 
M.Pd.I, Dr. Abd Rahman, 

SE., MM dan Awaludin , 
SE., MM.

Selain itu turut mendam-
pingi Ketua Pengelolah 
Kampus III Unismuh Palu 
Parigi Drs. Hamja Dg Ma-
jaja. MM dan Kepala SMK 
Muhammadiyah Parigi, Res-
minto, S.Pd. 

Di kabupaten ini terd-
apat 10 posko tersebar di 
beberapa kecamatan ma-
sing-masing Posko Kampus 

KETUA LPPM Unismuh Palu, Dr. Rukhayati, SE., MM saat memberikan pengarahan pada Monev 
KKN Angkatan 70 di Kabupaten Parigi, Rabu (26/8/2026). FOTO: AMILUDDIN

Unismuh Palu Monev KKN Angkatan 70 di Parigi

SULTENG RAYA-Universitas Muhamma-
diyah (Unismuh) Palu melalui Lembaga 
Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) 
kembali melakukan Monitoring Evalua-
si (Monev) pelaksaan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) angkatan 70 Tahun 2026, kali ini 
dilaksanakan di Kabupaten Parigi.

III Unismuh Palu Parigi, 
Sakina Jaya, Toboli, Avo-
lua, Toboli Barat, Pangi, 
Tandaigi, Toraranga, Siniu, 
dan Toera.

Ketua LPPM Unismuh 
Palu, Dr. Rukhayati saat 
membuka monev tersebut 
menyampaikan salam dari 
Rektor Unismuh Palu Prof. 
Dr. H. Rajindra, SE., MM 
yang tidak berkesempatan 
hadir karena ada agenda 
yang tidak kalah penting 
yang harus diikuti oleh rek-
tor. 

“Salam dari Pak Rektor 
yang tidak berkesempatan 
membersamai kita semua 
kali ini, sebenarnya Pak 
Rektor ingin sekali mem-
bersamai kita di sini, namun 
ada agenda yang tidak kalah 
pentingnya yang meng-

haruskan beliau hadir di 
kegiatan itu, sehingga be-
lum sempat membersamai 
kita kali ini, semoga agen-
da berikutnya beliau bisa 
membersamai kita lagi,”urai 
Rukhayati.

Ia juga mengingatkan ke-
pada peserta KKN, seba-
gaimana saat pembekalan 
telah disampaikan jika rea-
lisasi program kerja saat pe-
laksaan monev itu minimal 
telah terealisasi 50 persen. 
“Monev minimal 50 per-
sen capaian, sebagaimana 
disampaikan saat pembeka-
lan. Dan saat seminar akhir 
dan penarikan sudah 100 
persen. Jangan meninggal-
kan utang program kerja,”u-
jar Rukhayati.

Sementara itu, Ketua Pen-
gelolah Kampus III Unis-
muh Palu Parigi Hamja 
Dg Majaja menyampaikan 

rasa syukur dengan adanya 
pelaksaan KKN, karena mel-
alui program itu ada potensi 
perubahan kondisi sosial 
masyarakat sebagaimana 
peran mahasiswa sebagai 
agen perubahan. 

Katanya, mahasiswa se-
bagai agen perubahan me-
miliki tenaga, pengetahuan, 
dan pemikiran kritis untuk 
mendorong perbaikan di 
tengah masyarakat. 

Di tempat tersebut, Ketua 
Pimpinan Daerah Muham-
madiyah (PDM) Parigi ini 
juga mengusulkan Desa Sa-
kinah Jaya dapat dijadikan 
sebagai desa binaan Uni-
versitas Muhammadiyah 
Palu, dengan pertimbangan 
di desa itu terdapat potensi 
wisata yang sangat menjan-
jikan jika terkelolah dengan 
baik karena memiliki Air 
Terjun, selain itu juga terd-

apat perkebunan Milik Per-
serikatan Muhammadiyah. 

Keduanya dinilai dapat 
dijadikan sebagai tempat 
riset dan pengabdian.  “Di 
sana ada potensi wisata 
berupa air terjun, serta di 
sana ada perkebunan milik 
Muhammadiyah,”ujarnya.

Sebagaimana biasanya 
saat pelaksanaan monev, 
masing-masing perwakilan 
posko menyampaikan pe-
maparan realisasi pelaksaan 
setiap item program kerja, 
dalam pemaparan tersebut 
telah tergambarkan jika pro-
gram kerja masing-masing 
posko telah mencapai diatas 
50 persen.

Hanya saja masih terd-
apat sejumlah catatan yang 
disampaikan oleh Tim Mon-
ev yang harus ditindaklanju-
ti oleh setiap posko dengan 
memanfaatkan sisa waktu 

yang ada. 
Afi ef selaku Ketua Panitia 

KKN Angkatan 70 Tahun 
2026 menekankan penamba-
han program non fi sik pada 
setiap posko seperti pem-
buatan briket, dompet digi-
tal atau qris pada pengelolah 
UMKM serta pemberdaaan 
masyarakat berkaitan den-
gan kearifan lokal dengan 
sasaran masyarakat. 

Sementara itu, salah satu 
DPL Rahman juga menya-
rakan kepada mahasiswa 
KKN agar ikut pembantu 
pendataan aset Muhamma-
diyah yang ada di Kabupa-
ten Parigi. 

“Silahkan bangun koordi-
nasi dengan PDM dan PDA 
Parigi, karena saat ini ada 
pendaatan aset, sekaligus 
ikut serta pengajian sebagai 
program AIK,”pesannya. 
ENG

Data hasil temuan ma-
hasiswa peserta KKN saat 
observasi dijadikan bahan 
untuk melakukan riset turun 
ke lapangan, seperti yang 
terjadi di SD Kecil Desa 
Toraranga. Sebagai SD Ke-
cil yang memiliki sekolah 
induk SDN, tenaga pengajar 
atau gurunya kerap kali di 
roling. Belum lagi gaji kerap 
mengalami keterlambatan 
pembayaran. 

Temuan tersebut jadi ba-
han riset oleh enam orang 
Tim Riset SDM yang dipim-
pin (Ketua) Dr. Abdul Rah-
man, SE., MM dengan ang-
gota Dr. Rahmiwati Habibu, 
SE., MM, Dr. Rukhayati, SE., 
MM, Awaludin, SE., MM,  

Abd. Kadir, SE., MM, dan 
Mutmainah, SE., MM dalam 
hal Sumber Daya Manusia, 
khususnya tingkat stres dan 
tingkat motivasinya.  Abdul 
Rahman menyampaikan 
pengelolaan stres dan ting-
kat motivasi menjadi bagian 
dalam risetnya, mengingat 
ini sangat penting karena 
berkaitan dengan kepentin-
gan proses belajar mengajar 
di dalam kelas yang setiap 
hari berhadapan dengan 
peserta didiknya. 

“Kita tau mereka ini gerap 
di roling dan gajinya kerap 
juga terlambat, nah tentu 
dari dua itu secara manu-
siawi pasti mempengaruhi 
psikologinya, tingkat stres 

SULTENG RAYA-Univer-
sitas Tadulako (Untad) me-
nindaklanjuti informasi dan 
keluhan yang berkembang di 
media sosial terkait kendala 
pengembalian uang jaminan 
toga kepada wisudawan ang-
katan 137 dan 138. 

Berdasarkan informasi dari 
pengelola, proses pengembali-
an saat ini sedang berlangsung 
dan terus ditindaklanjuti hing-
ga seluruh wisudawan yang 
memenuhi ketentuan meneri-
ma kembali uang jaminannya.

Wakil Rektor Bidang Peren-
canaan dan Kerjasama Uni-
versitas Tadulako, Dr.sc.agr. 
Aiyen, M.Sc, mengatakan bah-
wa sebelumnya Untad telah 
meminta penjelasan kepada 
pihak yang menangani penge-
lolaan toga dan uang jaminan 
tersebut. Dari hasil koordinasi, 
keterlambatan pengembalian 
antara lain berkaitan dengan 
padatnya rangkaian kegiatan 
wisuda dalam waktu yang 
berdekatan.

“Informasi yang kami te-
rima dari pengelola, proses 
pengembalian saat ini sedang 
berjalan. Memang ada ken-
dala dalam prosesnya, salah 
satunya karena pelaksanaan 
Wisuda ke-137 dan ke-138 
berlangsung dalam waktu 

yang berdekatan sehingga 
pengelolaan toga dan admi-
nistrasinya cukup padat,” ujar 
Dr. Aiyen.

Kondisi tersebut, menurut-
nya, menyebabkan proses 
pengembalian uang jaminan 
tidak dapat dilakukan sece-
pat yang diharapkan. Proses 
pengembalian toga, verifi kasi 
administrasi, serta penyiapan 
toga untuk penggunaan beri-
kutnya membutuhkan waktu 
lebih panjang. Namun, pihak 
pengelola saat ini terus me-
lakukan penuntasan proses 
pengembalian. 

Selain proses pengembalian 
uang jaminan, Pihak penge-
lola juga telah mengambil 
langkah terkait denda keter-
lambatan pengembalian toga. 
Sesuai dengan pengumuman 
yang disampaikan melal-
ui media sosial Pusat Bisnis 
Untad, denda keterlambatan 
pengembalian toga bagi wi-
sudawan Wisuda ke-137 dan 
ke-138 telah dihapuskan.

Penghapusan denda ter-
sebut menjadi bagian dari 
langkah dan bentuk tanggung 
jawab pengelola atas kendala 
yang terjadi dalam proses 
pengembalian toga dan uang 
jaminan. Dengan demikian, 
keterlambatan yang terjadi 

tidak semakin membebani 
para wisudawan yang masih 
dalam proses menyelesaikan 
pengembalian toga.

Aiyen menegaskan, Untad 
memahami keluhan lulusan 
dan memastikan persoalan 
tersebut segera teratasi. Per-
masalahan ini kata dia, akan 
menjadi evaluasi agar ke de-
pan tidak terjadi kendala se-
rupa dalam tata kelola penye-
waan toga . 

"Untad juga akan mengeva-
luasi mekanisme pengelolaan 
toga dan uang jaminan. Eva-
luasi dilakukan agar proses 
pengembalian pada pelaksa-
naan wisuda berikutnya dapat 
berjalan lebih baik " jelas Dr 
Aiyen. Sementara itu, Dr. 
Lien Damayanti, SP, MP, se-
laku Pengelola Pengembalian 
Toga Untad, menyampaikan 
permohonan maaf kepada 
wisudawan angkatan 137 dan 
138 atas keterlambatan pen-
gembalian dana jaminan toga.

“Saya mewakili pengelola 
penyewaan toga di Universi-
tas Tadulako menyampaikan 
permohonan maaf yang sebe-
sar-besarnya kepada wisuda-
wan angkatan 137 dan 138 atas 
keterlambatan pengembalian 
dana jaminan,” ujar Dr. Lien.

Menurutnya, keterlambatan 

tersebut terjadi karena kendala 
administrasi dan sistem ma-
najemen yang kurang efektif 
akibat pelaksanaan kegiatan 
yang berlangsung dalam wak-
tu berdekatan. Ia menegaskan 
bahwa tidak ada niat dari 
pihak pengelola untuk men-
unda ataupun mengambil 
dana jaminan tersebut.

“Kalau permasalahan kami 
menunda atau mengambil 
uang itu sama sekali tidak 
ada, karena pada pelaksanaan 
wisuda sebelum-sebelumnya 
semua proses pengembalian 
toga dan uang jaminan ber-
jalan dengan lancar. Harapan 
kami, hal ini tidak akan teru-
lang lagi dan kami dari pihak 
pengelola akan memperbaiki 
pengelolaannya yang lebih 
baik lagi sehingga hal seperti 
ini tidak terjadi kembali,” 
jelasnya.

Dr. Lien juga menegaskan 
komitmen pihak pengelola 
untuk melakukan perbaikan 
dalam tata kelola pengemba-
lian toga dan dana jaminan 
agar proses ke depan dapat 
berjalan lebih baik serta tidak 
menimbulkan kendala serupa.

“Sekali lagi kami dari pen-
gelola penyewaan toga me-
mohon maaf yang sebesar-be-
sarnya,” ujarnya.*ENG

WAKIL Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Tadulako, Dr.sc.agr. Aiyen, M.Sc saat menyaksikan pengembalian uang 
jaminan toga kepada wisudawan angkatan 137 dan 138. FOTO: HUMAS

Untad Pastikan Uang Jaminan 
Toga Wisudawan Dikembalikan

TIM Reset SDM FEB Unismuh Palu foto bersama dengan peserta KKN Angkatan 70 di lokasi KKN. 
FOTO: AMILUDDIN

Tim Riset SDM FEB Unismuh 
Palu Gandeng Peserta KKN 
Riset Kondisi Masyarakat

SULTENG RAYA-Tim Riset Sumber Daya 
Manusia (SDM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
(FEB) Universitas Muhammadiyah (Unis-
muh) Palu menggandeng mahasiswa peser-
ta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 70 
dalam melakukan riset di masyarakat, salah 
satunya di Kabupaten Parigi Moutong.

dan sebagainya, inilah yang 
kita riset,”ujarnya, Rabu 
(26/8/2026). 

Saat ini timnya masih te-
rus melakukan proses riset, 
dimana hasil dari riset ini 
selain akan keluar sebagai 
jurnal juga akan menjadi ba-
han ajar, buku referensi dan 
sebagainya, bahkan sampai 
pada tahapan HAKI. Selain 
itu, juga bisa dikembang-
kan oleh tim riset lainnya. 
“Kita ini ada beberapa tim 
berdasarkan keilmuan, ada 
SDM, Keuangan, Pemasa-
ran dan sebagainya, hasil 
riset ini bsia dikembangkan 
berdasarkan keilmuan ma-
sing-masing,”jelas Abdul 
Rahman. Katanya, Tim riset 
ini tidak hanya berfokus di 
satu kasus melainkan akan 
terus terun ke masyarakat 
melakukan riset melaku-
kan pemetaan masalah lalu 
mendiskusikan di dalam 
kampus bersama timnya 
bahkan menggandeng tim 
riset lain untuk mengurai 
dan menemukan solusi dari 
permasalahan tersebut. ENG


